ANALISIS YURIDIS PENANGANAN TINDAK PIDANA PENCURIAN
YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DIBAWAH UMUR DENGAN
RESTORATIVE JUSTICE
(Studi Kasus di Satreskrim Polres Batang)

TESIS

VINTECITII Y
e2hel) ol lolussula

Oleh:

IMAM SUDRAJAT, S. E
NIM : 20302300111

Konsentrasi : Hukum Pidana

PROGAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSUTAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2024



ANALISIS YURIDIS PENANGANAN TINDAK PIDANA PENCURIAN
YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DIBAWAH UMUR DENGAN
RESTORATIVE JUSTICE
(Studi Kasus di Satreskrim Polres Batang)

AAM.SU [ /
CONIML 200230081
. Konsentiesi L Fuku Picar

PROGAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSUTAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2024



ANALISIS YURIDIS PENANGANAN TINDAK PIDANA PENCURIAN
YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DIBAWAH UMUR DENGAN
RESTORATIVE JUSTICE
(Studi Kasus di Satreskrim Polres Batang)

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis

NIDN 06—2004-6701



ANALISIS YURIDIS PENANGANAN TINDAK PIDANA PENCURIAN
YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DIBAWAH UMUR DENGAN
RESTORATIVE JUSTICE
(Studi Kasus di Satreskrim Polres Batang)

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal 03 Oktober 2024
Dan dinyatakan LULUS

Tim Penguji
Ketua,
Tanggal,

e N
G
Prof. Dr. Hj. Anis Mashdurohatun, S.H..M.Hum.
NIDN: 06-2105-7002

Anggota Anggota,

Dr. H. D: Djunaedi, S.H., SpN. Dr. Ratih MegaPuspasari, S.H., M.Kn.
NIDN : 88-9782-3420 NIDN : 06-2410-8504
Mengetahui

Dekan

1 06-2004-6701



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : IMAM SUDRAJAT

NIM : 20302300111
Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis IImiah yang
berjudul :

ANALISIS YURIDIS PENANGANAN TINDAK PIDANA PENCURIAN YANG
DILAKUKAN OLEH ANAK DIBAWAH UMUR DENGAN RESTORATIVE JUSTICE
(Studi Kasus di Satreskrim Polres Batang)

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan
tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang
lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi,
saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang,.....Oktober 2024
Yang menyatakan,

61%.

(IMAM SUDRAJAT)



PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :  IMAM SUDRAJAT
NIM : 20302300111
Program Studi :  MAGISTER HUKUM
Fakultas :  FAKULTAS HUKUM

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Fagas-Alir/Skripsi/Tesis/Bisertast*
dengan judul :

ANALISIS YURIDIS PENANGANAN TINDAK PIDANA PENCURIAN YANG
DILAKUKAN OLEH ANAK DIBAWAH UMUR DENGAN RESTORATIVE JUSTICE
(Studi Kasus di Satreskrim Polres Batang)

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan
Hak Bebas Royalti Non-ekslusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam
pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan
akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada
pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan
hukum vyang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak
Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang,.....Oktober 2024
Yang menyatakan,

(IMAM SUDRAJAT)
*Coret yang tidak perlu



KATA PENGANTAR

Assalamu’alaikum Wr.Wb.

Dengan mengucapkan syukur alhamdulillah, kita panjatkan kepada Allah
SWT vyang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga tesis yang
berjudul: “ANALISIS YURIDIS PENANGANAN TINDAK PIDANA
PENCURIAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DIBAWAH UMUR
DENGAN RESTORATIVE JUSTICE (Studi Kasus di Satreskrim Polres
Batang)” telah dapat diselesaikan tepat waktu, yang mana merupakan salah satu
persyaratan guna mencapai derajad S2 (Magister [Imu Hukum) di Fakultas
Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Pada kesempatan ini, penulis
menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala bimbingan dan
bantuan dari berbagai pihak secara langsung maupun tidak langsung dalam rangka
penyusunan dan penyelesaian tesis ini.

Ucapan terima kasih-ini penulis haturkan kepada:
1. Segenap keluarga yang terus mendukung, mendorong dan mendoakan
untuk kemudahan dan kelancaran dalam menyelesaikan studi ini.
2. Civitas'akademika di kampus khususnya Fakultas Hukum Program Studi
Magister Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa “dalam penulisan tesis ini masih
banyak kekurangan sehingga jauh-dari sempurna. Oleh-karena itu, saran dan kritik
yang bersifat korektif, kontruktif dan inovatif sangat penulis harapkan demi
tercapainya perbaikan di kemudian hari.

Akhir kata penulis berharap semoga tesis ini dapat berguna dan bermanfaat
bagi semua pihak yang membacanya.

Wassalamu’alaikum Wr.Wb.
Semarang,  Oktober 2024

-

Imam Sudrajat, S.E.




NIM : 20302300111
MOTTO

“Jika pendidikan tidak mendorong manusia untuk berjuang mewujudkan
impiannya, berbagi dan berkarya untuk berkontribusi pada lingkungannya, serta

mengokohkan keimanan pada sang pencipta, maka untuk apa pendidikan itu ada?

RIBy FEL GBI A

—— ..A....A:, P TR S N -
VS T T am s h.““l-—éh
~— ‘ = = - *




ABSTRAK

Penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana
efektivitas restorative justice dalam menangani perkara tindak pidana pencurian
yang dilakukan oleh anak melalui pendekatan restorative justice system dan
hambatan apa saja dalam efektivitas diversi dalam penyelesaian perkara tindak
pidana anak melalui pendekatan restorative justice beserta solusinya. Penelitian
ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis, yaitu pendekatan yang
tidak hanya secara hukum tetapi juga menggunakan ilmu sosial. Untuk
menemukan permasalahan dalam penelitian ini penulis menggunakan spesifikasi
penelitian secara deskriptif analisis, yaitu menggambarkan tinjauan yuridis
mengenai efektivitas diversi dalam penyelesaian perkara tindak pidana anak
melalui pendekatan restorative justice di wilayah hukum Polres Batang. Hasil
gambaran kemudian dianalisis dengan teknik analisis data kualitatif menggunakan
teori-teori ilmu hukum, 1lmu sosial, pendapat para ahli, dan aturan-aturan yang
ada dalam perundang-undangan.

Hasil penelitian . menunjukkan = bahwai, (1) ° efektivitas diversi dalam
penyelesaian perkara tindak pidana anak melalui restorative justice. Hasil
penelitian menunjukkan selama 13 (tiga) tahun terakhir dari tahun 2021 sampai
dengan 2024 (Per-Agustus) terdapat 7 kasus tindak pidana pencurian yang
dilakukan oleh anak, 2 kasus diantaranya berhasil diselesaikan dengan penerapan
restorative justice melalui. diversi, sementara 5 kasus diantaranya dilimpahkan.
Dalam hal ini penyidik pihak dari Polres Batang sudah mengupayakan proses
penyelesaian perkara anak dengan penerapan restorative justice melalui dengan
musyawarah mengupayakan apa yang terbaik bagi anak; serta membuat langkah-
langkah Kkedepan anak tidak .mengulangi lagl perbuatannya. Sementara dalam
prosesnya penerapan restorative justice belum berjalan secara sempurna. Karena
pada kenyataannya masth banyak perkara tindak pidana pencurian yang dilakukan
oleh anak tidak berhasil di selesaikan di luar peradilan pidana.

Kata kunci: Restorative-dustice; Tindak Pidana-Anak; Pencurian.



ABSTRACT

This study is to determine and analyze how effective restorative justice is in
handling criminal cases of theft committed by children through the restorative
justice system approach and what obstacles are in the effectiveness of diversion in
resolving criminal cases of children through the restorative justice approach and
its solutions. This study uses a sociological legal approach method, namely an
approach that is not only legal but also uses social sciences. To find the problems
in this study, the author uses descriptive analysis research specifications, namely
describing a legal review of the effectiveness of diversion in resolving criminal
cases of children through the restorative justice approach in the jurisdiction of the
Batang Police. The results of the description are then analyzed using qualitative
data analysis techniques using_ theories of law, social sciences, expert opinions,
and regulations in the legislation.

The results of the study indicate that: (1) the effectiveness of diversion in
resolving criminal cases of children through restorative justice. The results of the
study show that.during the last 3" (three) years from 2021 to 2024 (as of August)
there were 7'cases of thefi committed by children,.2 of which were successfully
resolved-by implementing restorative justice through diversion, while 5 of them
were transferred. In this case, investigators from the Batang Police have
attempted the process of resolving children's cases by implementing restorative
justice through deliberation to try what is best for the child, and to make future
steps so that the child does not repeat his actions. Meanwhile, in the process of
implementing restorative justice has not been running perfectly. Because in
reality there are still many cases of theft committed by children that have not been
resolved outside the criminal justice system:.

Keywords: Restorative Justice, Juvenile Crime, Theft.
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Anak merupakan aset bangsa sebagai bagian dari generasi muda yang
berperan strategis dalam kemajuan suatu bangsa. Di Indonesia sendiri

terdapat beberapa pengertia entang anak menurut peraturan perundang-

-

undangan, begitu Juga men aka %ahli. Namun di antara beberapa
a‘% n anak tersebut, karna di

latar belakangi dz aksud dan t masi ndang-undang

dang-undangan

1. Pe rImdungan Anak

JUu ‘No 23 Tahun 2002

tentang}\ du g@ m«Wf ora g belum berusia 18
! ﬁtﬁ !‘cﬂluﬂ: Pdalam kandungan.

s S LEFE o8 &S

dang’ —Undangﬁukmrrperdata Di jelaskan dalam

(delapan bela
2. Anak menuru ab
Pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, mengatakan orang
belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur 21 tahun dan
tidak lebih dahulu telah kawin. Jadi anak adalah setiap orang yang belum

berusia 21 tahun dan belum meniakah. Seandainya seorang anak telah

menikah sebalum umur 21 tahun kemudian bercerai atau ditinggal mati

! Prints, Darwin , Hukum Anak Indonesia,: Citra Adiya Bhakti, Bandung, 1997, h. 201.
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oleh suaminya sebelum genap umur 21 tahun, maka ia tetap dianggap
sebagai orang yang telah dewasa bukan anak-anak.

3. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Anak dalam Pasal 45
KUHPidana adalah anak yang umurnya belum mencapai 16 (enam belas)
tahun.

4. Menurut Undang-undang No 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Yang disebut anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21.

n 1999 tentang

alah setiap manusia
yang "« d: Jn belum menikah,
termas yang masih dala : : abila hal tersebut demi

kepentingannya"

7. Menurut UU No.44 thn‘ZGbS“tt

T P rvE-—

g—PO’ngraﬁ' Pasal 1 angka 4 “Anak
adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun “

8. Menurut UU No. 3 TAHUN 1997 Tentang Pengadilan Anak Pasal 1
angka 1 “Anak adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah
mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18

(delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.
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9. Menurut Konvensi Hak-hak Anak Anak adalah setiap manusia yang
berusia di bawah 18 tahun, kecuali berdasarkan yang berlaku bagi anak
tersebut ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal

10. Menurut UU No.39 thn 1999 ttg HAM Pasal 1 angka 5 “Anak adalah
setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan
belum menikah, terrnasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal

tersebut adalah demi kepentingannya.”

Perundang-Undangan terdapat juga

mm uren- perundang-undangan  yaitu

hak-hak anak .yang -

ang Dasal

hidup, tumbuh dan

o
an -

ari kekerasan dan

. UNISSULA
Pasal 34 ayat2 =~ - g e ) - 3 A
- T e

g |

* Fakir miskin da ﬁﬁﬁk’?eﬂantard’rpeh‘ha‘ra oleh negara “.

b. Menurut UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
Pasal 4
“ Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan
berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat
kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan

diskriminasi”
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Pasal 5
“ Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status
kewarganegaraan”

Pasal 6
“ Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir,

dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam

7 pat menjamin
/ terlantar maka
ai anak asuh atau

jan . Ketentuan peraturan

URLDBUWLA
Pasal 8 i A R e Y P
o “—“l'bu—an‘.- f/
“ Setiap ana >

aik‘lﬁ‘emp‘erd‘eirp‘el‘aya‘rran kesehatan dan jaminan

DC
sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial.”
Pasal 9
a. Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam
rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai

dengan minat dan bakatnya.
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b. Selain hak anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Khusus
bagi anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh
pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki
keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus.

Pasal 10
“ Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya,

menerima, mencari, memberikan informasi sesuai dengan

a demi_pengembangan dirinya sesuai

lam perkara pidana

ot ek]igradbng Sngatpen
anak, karen r:o naka vl;t‘ ﬁ-&&ﬁ&@ ;
ol

TP

Dol LT R T A

asuk kat

seorang yang diduga

e L i

melakukan kej egori anak atau bukan. Batasan umur anak-
anak, juga terjadi keberagaman di berbagai Negara yang mengatur tentang
usia anak yang dapat di hukum. Beberapa negara juga memberikan definisi
seseorang dikatakan anak atau dewasa dilihat dari umur dan aktifitas atau
kemampuan berfikirnya. Pengertian anak juga terdapat pada pasal 1

convention on the rights of the child, anak diartikan sebagai setiap orang

dibawah usia 18 tahun, kecuali berdasarkan hukum yang berlaku terhadap

17



anak, kedewasaan telah diperoleh sebelumnya. Dalam lingkup Undang-
undang tentang Hak Asasi Manusia serta Undang-undnag tentang
Perlindungan Anak sendiri ditetapkan bahwa anak adalah seseorang yang
belum mencapai usia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan,
dan belum pernah menikah.

Dalam sudut pandang yang dibangun oleh agama khususnya dalam hal

ini adalah agama Islam, anak pakan makhluk yang lemah namun mulia,

yang keberadaannya adalak an a[i kehendak Allah SWT dengan
melalui proses.p an, Ole 2 ane H(crlpunyai kehidupan yang
mulia dafam. s diperlakukan secara
man'l eri naf baik fahir mauf sehingga kelak

anak .t_ a seperti dapat

bertangI'g S
’

kebutuhaﬁ’

‘l

Dalar ah SWT kepada kedua

i
h

*e l A
Tl Yy, - = i
dunia sebagai rahmatan  lil*alamin ‘dan_se‘l.’fa'ga'l pewaris ajaran Islam

a  untuk = mencapai

orang tua,

ha n sa dar Uﬂ:ﬁ ?/ak akan memakmurkan

pengertian ini_mengandung arti bahwa setiap anak yang dilahirkan harus
diakui, diyakini, dan diamankan sebagai implementasi amalan yang diterima
oleh orang tua, masyarakat , bangsa dan negara.

Peran strategis ini disadari oleh masyarakat Internasional untuk

melahirkan suatu konvensi yang intinya berhak mendapatkan perlindungan
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atas hak-hak yang dimilikinya.? Pada tahun 1990 lahirlah konvensi hak anak
(Convention On The Right Of Childen) yang telah diratifikasi olen 192
Negara termasuk Indonesia. Ratifikasi terhadap konvensi tersebut
dilaksanakan melalui kepres No0.36 tahun 1990 tentang Pengesahan
Convention On The Right Of Children. Konsekuensi dari hal tersebut yaitu
Indoneia harus memajukan serta melindungi kepentingan hak-hak anak
sebagai subyek hukum seutuhnya.-Dalam konvensi tersebut terdapat prinsip
umum yang harus diberlakukan terhadap anak yaitu prinsip non diskriminatif,
yaitu setiap manusia tidak terkecuali anak memiliki perbedan satu sama lain..
Hal ini* tertera pada pasal 2 ayat 1 konvensi Hak Anak yang
meyatakan:“Negara-negara peserta (states parties) akan menghormati dan
menjamin hak-hak yang telah di tetapkan dalam konvensi ini terhadap setiap
anak dalam wilayah hukum mereka tanpa diskriminasi dalam bentuk apapun,
tanpa memandang ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan
politik, asal usul, sosial, harta kekayaan, cacat, kelahiran atau status lain dari
anak atau orang tua atau walinya yang sah menurut hukum” Oleh karena itu
negara sudah sepantasnya menjadi pelindung utama sekaligus penjamin
terlindunginya semua anak dari segala bentuk diskriminasi yang dilakukan
oleh siapun juga. Seperti di sebutkan dalam ayat 2 konvensi Hak Anak.
Sementara pasal-pasal lainnya dalam konvensi hak anak yang erat kaitannya

dengan perlindungan hak-hak anak yaitu:

2 Ruben Achmad, Upaya Penyelesaian Masalah Anak yang Berkonflik dengan Hukum di
Kota Palembang, (Jakarta, Jurnal Simbur Cahaya, Nomor 27, Tahun X, Januari 2005), h. 24
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1. Pasal 9 ayat (1) dan (3) mengatur mengenai pemisahan anak dari orang
tuanya.

2. Pasal 20 mengatur mengenai anak yang kehilangan lingkungan
keluarganya baik secara tetap maupun sementara.

3. Pasal 40 ayat (2) huruf (b) mengatur mengenai jaminan hukum kepada
anak yang dituduh melanggar hukum.

_percaturan masyarakat dunia di berbagai

Dunia anak Kini di penta
P

forum, baik dalam lingkung nal, regional, maupun internasional.

B
-
.
C

risis pada akhir 1990-an

di Inq_gf. salahan politik dan

ekong adi ar na k is multi dime Si g dihadapi oleh

bangsa esia, me tkan pe al kian menonjol,
baik dar S in kuantita “1 i fenomena yang

aNng -gjilakukan oleh anak
/

mengalami"x U@a W‘tﬂ pagaimana  seringkali
diberitakan b dala l .ﬁﬁ!@ﬂﬂﬁm edia elektronik tentang
%

*e

berbagai perhisﬂwa_keiaﬁﬁrf 'yang'—':p'éfotkuknya adalah  anak-anak.

Penyimpangan perilaku melanggar hukum yang dilakukan anak di sebabkan

terjadi. di 1

berbagai faktor. Antara lain dampak negatif dari perkembangan pembangunan
yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan
IPTEK, serta perubahan gaya hidup telah membawa perubahan sosial yang
mendasar dalam kehidupan masyarakat. Sehingga akan sangat berpengaruh

pada nilai dan perilaku anak. Selain itu anak yang kurang atau tidak
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memperoleh bimbingan kasih sayang, pembinaan dalam pengembangan sikap
dan perilaku, penyesuaian diri serta pengawasan dari orang tua, wali atau
orang tua asuh akan menyebabkan anak mudah terseret pada pergaulan yang
kurang sehat. Sehingga akan merugikan perkembangan pribadinya. Bahkan
hal tersebut dapat membuka peluang bagi anak untuk melakukan tindak
pidana. Walaupun anak dapat menentukan sendiri langkah dan perbuatannya
berdasarkan pikiran, perasaan< dan kehendaknya, akan tetapi keadaan
lingkungan disekitarnya dapat mempengaruhiperilakunya. Diantaranya
adalah perilaku-untuk: berbuat jahat. Menurut informasi BPS hingga akhir
2003 terdapat 136.000 anak yang berkonfllik dengan hukum dan setiap
tahunnya sedukitnya 400 kasus pelanggaran hukum dilakukan oleh anak.
Data ini belum signifikan bila dikaitkan- dengan konflik hukum yang
pelakunya adalah anak-anak. Karena kasus yang tercatat hanyalah kasus-
kasus yang berhasil ditangani pihak Kepolisian dan: Pengadilan. Padahal
masih banyak perilaku anak nakal yang mengganggu lingkungan sosial tetapi
tidak mencuat ke permukaan. Dari data tersebut di atas menunjukan bahwa
problema anak yang melakukan tindak pidana ternyata cukup besar dan
sungguh memprihatinkan. Sedangkan pada pemeriksaan di tingkat Pengadilan
sering kali hak-hak terdakwa untuk memperoleh bantuan hukum tidak
terpenuhi. Terutama terdakwa anak dari golongan ekonomi lemah tidak bisa
mengajukan banding atau kasasi atas perkara mereka. Salah satu bentuk
pelanggaran terhadap anak adalah adanya perlakuan buruk terhadap anak

yang melakukan tindak pidana. Padahal seharusnya hak-hak anak sebagai
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pelaku tindak pidana juga perlu mendapatkan perhatian yang serius dari
berbagai pihak yang terkait. Karena anak yang melakukan tindak pidana juga
berhak atas perlindungan dari segala bentuk diskriminasi dalam hukum. Hak
atas jaminan pelarangan penyiksaan anak dan hukuman yang tidak
manusiawi. Hak atas hukum acara Peradilan anak. Hak untuk memperoleh
bantuan hukum baik di dalam maupun di luar Pengadilan dan sebagainya.
Putusan hakim akan mempengaruhi kehidupan anak sebagai pelaku tindak
pidana.® Oleh sebab itu.hakim harus yakin bahwa putusan yang akan diambil
akan dapat menjadi ‘salah satu dasar kuat untuk mengembalikan dan
mengantar- anak ‘menuju  masa depan yang lebib  baik dan untuk
mengembangkan dirinya sebagal warga yang bertanggungjawab bagi
keluarga, bangsa dan negara. Hal ini harus diperhatikan oleh hakim sebagai
aparat penegak hukum dalam menangani kasus tindak pidana yang dilakukan
oleh anak. Oleh karena it dalam melaksanakan pemeriksaan terhadap anak
sebagai pelaku tindak pidana, haruslah diperhatikan tentang tujuan peradilan
anak. Yaitu melakukan koreksi dan rehabilitasi, sehingga anak dapat kembali
ke kehidupan yang normal dan mandiri demi potensi masa depannya. Hal ini
tentunya akan berpengaruh terhadap cara penanganan kasus anak. Karena
para petugas Peradilan yang ada di dalam Peradilan anak belum sepenuhnya
memiliki perspektif anak. Yang terpenting adalah bagaimana cara mendidik
anak dalam proses penyelesaian konflik dengan hukum. Dengan demikian

implementasi dari UU No.3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan anak diharapkan

3 Sri Widowati Soekanto, Anak dan Wanita Dalam Hukum, Jakarta, LP 3 ES, 1984, h. 13.
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dapat memberikan arah yang tepat dalam memberikan pembinaan dan
perlindungan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana. Serta dapat
menjadi wadah hukum yang lebih responsif terhadap kebutuhan anak-anak
yang dipidana.

Kasus tindak pidana pencurian dalam pasal 362 KUHP yang dilakukan
oleh anak di bawah umur sebagai pelaku marak terjadi, khususnya di Kab.

Batang sebagai salah satu kab n.yang memiliki wilayah yang luas dan

maju dengan dibangup / a t K | Qyﬁstri di KITB. Adapun penelitian
ini dilakukan"' ': f Bata - 3 : . 'dgna yang dilakukan oleh
anak n j an"adanya peningkata ari hasil data yang diperoleh di
Polrx';y'v a t gustus 2024 terdapa \ tindak pidana
penCL;r_ leh anak fantaranys esaikan di luar

peradilali' 1

| fﬁrakhir per-Agustus
f

eningka mwrﬂ éri hasil jumlah kasus
mye ,!' ﬁ'm eP/'h banyak kasus tindak

pidana pencur:%wyaﬁg‘mTakukaﬁ oteh*ana'k—yang-ndak berhasil diselesaikan

di luar peradilan pidana.

Dari ¢
‘.,
2024 meng'

tiga tahun s

Adapun halnya anak yang melakukan tindak pidana dalam konteks
hukum positif yang berlaku di Indonesia tetap harus mempertanggung
jawabkan perbuatannya, namun demikian mengingat pelaku tindak pidana

masih di bawah umur maka proses penegakan hukumnya dilaksanakan secara
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khusus. Hal ini menunjukkan bahwa Kepolisian dalam menyelesaikan kasus
tersebut perlu menegakkan dan menerapkan asas ini.

Restorative justice ialah suatu pendekatan keadilan yang berdasarkan
pada filosofi dan nilai tanggung jawab, keterebukaan, kepercayaan serta
pemulihan, yang berfokus pada menekan kerugian terkait kejahatan, dengan
berupaya meminta pertanggungjawaban pelaku atas tindakannya dengan

memberdayakan para pihak yakni- korban, pelaku dan masyarakat dengan
7

mengakui serta mempe : luhan setelah terjadinya tindak pidana
dengan menen ' :- SI ‘ I H icrltegrasi dan pencegahan
estorative justice
dalam esaikan pe idana yan ibatkar aktif semua
- menggunakan

pihak

Fﬁjlis tertarik untuk
) /
melakukan \ & ALISIS YURIDIS

PENANGAIII'll u INC %!‘ﬁ'h &NCURIAN YANG

ol "“, YT P P - i
DILAKUKAW KN’AK "DIBAWAH UMUR DENGAN

RESTORATIVE JUSTICE (Studi Kasus Di Satreskrim Polres Batang)”.

B. Rumusan Masalah
1. Bagaimana penerapan sanksi dalam menjatuhkan pidana terhadap anak di

bawah umur yang melakukan tindak pidana biasa pencurian?

4 Rufinus Hotmaulana Hutahuruk, Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui
Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum (Jakarta: Sinar Grafika, 2013). h. 107.

24



2. Bagaimana kendala Restorative Justice dalam menyelesaikan kasus

pencurian biasa yang dilakukan oleh anak dibawah umur?

C. Tujuan Penelitian
Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk

mengetahui bagaimana penanganan kasus pencurian yang dilakukan oleh

anak dibawah umur dengan u estorative justice.

ebagai berikut:

Y 7
em ﬂ!l ukan pemikiran

e A ]

ra pidana yakni

//wkan oleh anak di

gj/,ang jelas baik berupa

MNISSULA
g R ke L f

-'-""A'—A“ \l_‘l"l".‘ i

konsep maupun teori di bidang hukum pidana Penanganan tindak
pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di bawah umur.
2. Secara Praktis
a. Hasil penelitian dapat memberikan jawaban atas permasalahan yang

menjadi pokok pembahasan dalam penelitian ini.
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b. Dapat memberikan sumbangan pemikiran dan bahan masukan bagi
pihak pihak yang terkait dengan masalah Penanganan tindak pidana
pencurian yang dilakukan oleh anak di bawah umur.

c. Dapat mengembangkan penalaran dan membentuk pola pikir Kritis,

sekaligus untuk mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan

ilmu yang diperoleh.®

n| disamping
nseptual yang
an sehubungan

L]
denganj_

)
1. Anal13|

Mi

adalah pe

Kamus | mﬁﬁ‘,&ﬂﬂt esia (disingkat KBBI), analisis
T APN

.
e x—AI!"W" i

barangan perbuatan, dan
sebagainya) untuk mengetahm keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab,
duduk perkaranya, dan sebagainya), atau juga bisa berarti pemecahan
persoalan yang dimulai dengan dugaan akan kebenarannya.

Sedangkan yuridis dapat diartikan menurut hukum atau secara
hukum. Dalam Kamus Hukum, yuridis berasal dari kata yuridisch yang

berarti menurut hukum atau dari segi hukum (Dachi, 2017). Yuridis yang

> Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktek, Jakarta: Sinar Grafika, 2002, h.16-
17.
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berasal dari bahasa Romawi kuno, yaitu yurisdicus, dapat juga diartikan
sebagai sesuatu yang sesuai dengan persyaratan keahlian hukum yaitu
harus terpenuhi tuntutan secara keilmuan hukum yang khusus (Nasution,
2008). Dari pengertian-pengertian di atas, penulis menyimpulkan definisi
analisis yuridis sebagai suatu proses menelaah suatu permasalahan dari
sudut pandang hukum menurut peraturan perundang-undangan yang

berlaku.

2. Penerapan
esia (KBBI), Penerapan
mempratekkan suatu
n untuk suatu
golongan yang
3.
pada dasarnya dapat
diartikan ' 'se !& eritaa tapa) yang sengaja
“'"Tfeﬁﬁd’a -—sgs-eoréﬁa"yang telah terbukti bersalah
melakukan suatu tindak pidana. Sedangkan menurut Simons, Pidana
adalah suatu penderitaan yang oleh undang-undang pidana telah dikaitkan
dengan pelanggaran terhadap suatu norma, yang dengan suatu putusan
hakim telah dijatuhkan bagi seseorang yang bersalah.
4. Anak
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Anak-anak adalah masa yang sangat penting dalam menanamkan
nilai-nilai  kehidupan, yang selaras dengan kebenaran Firman Tuhan.
Pada masa ini anak akan banyak merekam kejadian-kejadian penting
yang terjadi disekitarnya. Alkitab banyak memberikan penyataan
bagaimana anak merupakan penyambung generasi yang penting. Tri
Budiardjo menegaskan bahwa masa depan selurunh umat manusia

tergantung pada “keturunan’yang lahir dari perempuan.®

-
-
Undang-Undang N

Taht 13%2014 tentang Pengadilan Anak
‘ Lerasi muda sebagai salah
enerus cita-cita
' empunyai ciri
. gan dalam rangka

ntal, dan sosial

. At UNMA //
Pe ak &-ﬁ&*&r]ﬂ: asal 55 ayat (1) adalah

mereka yah\g—m'@mmﬁ;n:yéng-méﬁ;'rﬁﬁ-metakukan yang turut serta

melakukan, dan mereka yang sengaja menganjurkan orang lain supaya

melakukan perbuatan tindak pidana.
Berdasarkan pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997
tentang pegadilan Anak, yang dimaksud dengan anak nakal adalah:

a. Anak yang melakukan tindak pidana, atau

® Tri Budiardjo, Anak-Anak; Generasi Terpingirkan, (Membangun Karakter Generasi Baru
Lewat Pelayanan Anak), Penerbit Andi, Yogyakarta, 2010, h. 110.
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b. Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan dilarang bagi anak,
baik menurut perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum
lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

6. Tindak Pidana’
Menurut Profesor Pompe, tindak pidana atau strafbar feit secara
teori dapat dirumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan
terhadap tertib hukum) yang

e
tidak sengaja dilak 0 j pelaku, dimana penjatuhan hukuman

.
-
-

peliharanya tertib hukum dan

dengan sengaja ataupun sengaja ataupun

sesuatu, yang

-
seluruhnya ora ) limiliki secara melawan
A

hukum"-,ll U W m‘m& a penjara paling lama
lima tahu M ‘ﬁ@.&ﬂ‘ﬂv@ 11an ratus rupiah”. Dari

_d-l!'l Lag A

pengaturan sal dratassudah‘secara—]elas disebutkan pencurian
secara umum dalam Pasal 362 KUHP. Seiring dengan perkembangan
zaman, tindak pidana pencurian yang terjadi tentu tidak hanya dilakukan
oleh orang dewasa saja, namun pada kenyataannya seorang anak pun tetap
berpotensi untuk melakukan tindak pidana pencurian. Setiap anak perlu

mendapatkan kesempatan yang seluas-luasnya untuk dapat tumbuh dan

" P.AF Lamintang, Dasar Dasar Hukum Pidana Indonesia,PT Citra Aditya
Bakti,Bandung, 2011: h. 181-182
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berkembang secara optimal, baik dari segi fisik, mental maupun sosial,
karena pada hakikatnya anak belum bisa melindungi diri sendiri dari
berbagai macam tindakan dan pengaruh yang akan menimbulkan kerugian
dalam berbagai bidang kehidupan.®
8. Restorative Justice
Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem

Peradilan Pidana Anak sudah mengatur mengenai diversi, diversi

a3

. P . . —
berfungsi agar anak yang | n hukum tidak terstigmatisasi
S "-.\___-

A (Wahyudi, 2011:14)

enempatkan pelaku,

- 0

ekerja bersama dan

- A
ol /
WA*A';A":-)&' ;a."l W"“'i

F. Kerangka Teoritis
Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang sebenarnya merupakan
abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan pada dasarnya bertujuan
untuk mengadakan kesimpulan terhadap dimensi-dimensi sosial yang

dianggap relevan untuk peneliti.

8 Maidin Gultom, Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan, (Bandung: PT
Refika Aditma, 2014), h. 2.
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Teori Tujuan Pemidanaan Pidana pada hakikatnya hanya merupakan
alat untuk mencapai tujuan. Maka konsep pertama-tama merumuskan tentang
tujuan pemidanaan. Konsep bertolak dari keseimbangan 2 (dua) sasaran
pokok,yaitu perlindungan masyarakat dan perlindungan/pembinaan individu
pelaku tindak pidana Ada tiga golongan utama teori untuk membenarkan
penjatuhan pidana, yaitu:®

a. Teori Retributive (teori absolut atau teori pembalasan)

Menurut pandangan pidana haruslah disesuaikan dengan

tindak pidana‘yang 3 rqjdanaan menurut mereka
e LY

indak pidana yang

ni harus dilihat dari

mal a+mata dilihat hanya

sebagal pe @Iga m W\—r ori retrit ive, melainkan harus
dilihat pa n ¢ Jﬁﬁvm&ﬁb g akan datang. Teori ini

'A“ Ay e P -

melihat das an‘pemrdanaan TtU'kedepan yakni pada perbaikan
para pelanggar hukum (terpidana) dimasa yang akan datang.
c. Teori hukum Islam Pada Pidana Anak
Menurut hukum Islam, Anak yang melakukan tindak pidana maka

tidak akan dikenakan pertanggungjawaban pidana baik hukuman hudud,

qishas/diyat ataupun ta’zir. Pidana bagi anak-anak yang bersalah dalam

® Tri Andrisman, Asas-asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia, Bandar
Lampung: Universitas Lampung, 2011, h. 82
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Islam dibebankan kepada orang tuanya, karena orang tua wajib mendidik
anakanaknya agar menjadi orang baik-baik. Apabila anak menjadi
penjahat berarti orang tua tidak melaksanakan kewajibannya dengan baik,
maka orang tualah yang menanggung akibatnya, yaitu diberi sanksi karena
kelalaiannya.

Ketentuan dalam hukum Islam, tidak ada pertanggungjawaban

hukum atas seorang anak sampa
V-
5

hanya berhak untufﬁ :

i_dia mencapai usia puber. Qadhi (hakim)

lahannya atau menetapkan beberapa

ang akan datang.'°

ia tidak bisa

)a{m bukunya al-

t dalam kategori

u it m‘m | menempatkan sesuatu pada
temIOatnya{t1 | ﬁﬁ!ﬂ:’h ’fpa saja yang menjadi

*e

haknya, d;hmkﬁfzn:paﬁigl:@uatu pﬁ'ﬁsvrﬁ'-"baﬁwa semua orang sama
kedudukannya. Dengan demikian. Tuntutan yang paling mendasar dari
keadian adalah perlakuan yang sama terhadap setiap orang. Oleh
karenanya seseorang yang melaksanakan tugas atau profesi di bidang
peradilan harus berperilaku adil dengan tidak membeda-bedakan orang.

Kejujuran bermakna biasa dan berani menyatakan bahwa yang benar

10 Abdurrahman 1. Doi, Tindak Pidana dalam Syari’at Islam, alih bahasa Sulaiman Rasjid,
Cet. ke-1, Rineka Cipta, Jakarta, 1992, h. 16.
1 bid., h. 165.
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adalah benar dan yang salah adalah salah. Kejujuran mendorong
terbentukanya pribadi yang kuat, dan membangkitkan kesadaran akan
hakekat tentang yang hak dan yang batil. Keadilan dalam perspektif Islam
merupakan sistim yang dapat dibanggakan. Tidak terdapat dalam hukum
positif manapun yang mendekati sistimnya dalam Islam. Keadilan dalam
system Islam terletak pada garis terdepan dari prinsip-prinsip dasar yang

menjadi landasan Islam. hanya dalam masalah peradilan dan

seluruh masalah negara, baik

dan seluruh

d| negara dan

: qsikannya. Sungguh
/

keadllam ﬁerm‘wﬁ an hukum apapun, dan
tujuan ya\ diinginka ﬁﬁ’uﬁﬂﬂ. tf]kapan apapun. Bahkan

keadilan a&%lah‘%%ﬁufuhnyﬁ&ﬁ&"wnda -tandanya tampak dalam
agama dan syariat.?
d. Teori Keadilan
Keadilan berasal dari kata adil, menurut Kamus Bahasa Indonesia
adil adalah tidak sewenang-wenang, tidak memihak, tidak berat sebelah.

Adil terutama mengandung arti bahwa suatu keputusan dan tindakan

12 Fuji Rahmadi P, Teori Keadilan (Theory of Justice), Kajian Dalam Perspektif Filsafat
Hukum Islam dan Barat, Jurnal IImu Syariah, Perundang-undangan dan Hukum Ekonomi Syariah,
Januari-Juni 2015, h. 63-64.
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didasarkan atas norma-norma objektif. Keadilan pada dasarnya adalah
suatu konsep yang relatif, setiap orang tidak sama, adil menurut yang satu
belum tentu adil bagi yang lainnya, ketika seseorang menegaskan bahwa ia
melakukan suatu keadilan, hal itu tentunya harus relevan dengan ketertiban
umum dimana suatu skala keadilan diakui. Skala keadilan sangat

bervariasi dari satu tempat ke tempat lain, setiap skala didefinisikan dan

sepenuhnya ditentukan oleh

%kat sesuai dengan ketertiban umum
i

dalam Pancasila sebagai dasar
LY

a. Dalam sila

| / dalam hidup
an -dijiwai oleh hakikat
ﬁ“J
annya manusia dengan

~/ |
nnya, manusia dengan

masyaraka gan manusia dengan

L]
Tuhannya® « = = I

il irw /i
mva':A'“-)m ;d-l!'l W"“'i

o~ — —

e. Teori Restorati
Teori restorative justive merupakan salah satu teori dalam hukum

untuk menutup celah kelemahan dalam penyelesaian perkara pidana
konvensional yang vyaitu pendekatan represif yang sebagaimana
dilaksanakan dalam Sistem Peradilan Pidana. Kelemahan pendekatan

represif sebagai penyelesaian terhadap perkara pidana yaitu antara lain

13 M. Agus Santoso, Hukum,Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum, Ctk.
Kedua, Kencana, Jakarta, 2014, h. 85.
14 1bid., h. 86.
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karena berorientasi pada pembalasan berupa pemidanaan dan pemenjaraan
pelaku, tetapi walaupun pelaku telah menjalani hukuman korban tidak
merasakan kepausan. Hal ini sebagaimana terdapat di dalam Surat Edaran
Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor SE/8/VI11/2018
Tahun 2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative justice)
dalam Penyelesaian Perkara Pidana (SE Kapolri Nomor 8 Tahun 2018)

dan Peraturan Kepala Kep isian Negara Republik Indonesia Nomor 6
L

-

Tahun 2019 tenta 10 / lindak - Pidana (Perkapolri Nomor 6

L
5

esia i).merupakan bagian dari sistem

l‘ /

carz '?f-\ angka. sistem
an justice system)-yz %'F /)Ieh Kepolisian
Repd a - (Polri) berupa proses atau fahapan sebelum

persidz?r I

kemudla'llH %f_t €ss) / menghasilkan suatu
\ ini ﬁﬁ.ﬁ&t ?)an yang masuk kepada

output. Inp DE
l s

i IS
Polri dan e:hu—pwkc'{m ya:ng’d'rtemukan—sendhi oleh Polri. Proses yang

Tahun 2019), -J ‘

25S). Proses i arl suatu input, yang

dilakukan oleh Polri akan menghasilkan output, apakah akan diselesaikan
di Kepolisian atau diajukan kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) untuk
diajukan ke persidangan. Jika perkara diajukan kepada JPU, output dari
Polri ini akan menjadi input bagi JPU. Demikian seterusnya, process

dalam sistem peradilan pidanamasih terus berlanjut, sampai ada suatu
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putusan inkracht dan sampai terpidana selesai menjalani hukumannya serta
kembali ke masyarakat.
f. Teori Gabungan
Teori ini didasarkan pada tujuan pembalasan dan mempertahankan
ketertiban masyarakat. Sehubungan dengan masalah pidana sebagai sarana

untuk mencapai tujuan, maka harus dirumuskan terlebih dahulu tujuan

pemidanaan yang diharapkan
/

an menunjang tercapainya tujuan tersebut,

. G
atas dasar itu kemudian bé
A

A
-

apa yang akan digur f‘

i 2
- ,—f”’ E

ditetapkan cara, sarana atau tindakan

/ /ang didasarkan
bertujuan untuk

I. il .
mempelaj, lertentu, dengan jalan
A

menganalls @ N i @g m i & dalam terhadap fakta
ntuk - ‘Rl @ﬁﬁ&:ﬁ ak ng/suatu pemecahan atas
AP

~A—A“ L a e s s

an ~ yang timbul —di dalam gejala yang

hukum ter
permasalahan-pe
bersangkutan.'®

Untuk memperoleh kebenaran yang dapat dipercaya keabsahannya,
suatu penelitian harus menggunakan suatu metode yang tepat dengan tujuan

yang hendak dicapai sebelumnya. Metodologi pada hakekatnya memberikan

15 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Ul Press, Jakarta, 2008, h. 43.
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pedoman, tentang cara-cara seorang mempelajari, menganalisa dan
memahami lingkungan-lingkungan yang dihadapinya. 6
Berdasarkan hal tersebut diatas, maka penulis dalam penelitian ini
menggunakan metode penulisan antara lain sebagai berikut : ¥’
1. Pendekatan Penelitian.
Pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah

pendekatan yuridis empiri itu penelitian yang dilakukan terhadap

'nim : penelitian hukum

‘-h der yang terdiri

- 0

-
1der, dan bahan hukum
tersier. g erseb l‘-ci 2cara sistematis, dikaji

kemudia arik sua ' &;annya dengan masalah

ATV, LA T A ﬂ_v—al"l"" i

yang diteliti.
3. Sifat Penelitian
Menurut bidangnya, penelitian ini termasuk penelitian yang bersifat
deskriptif, maksudnya penelitian ini bertujuan untuk menjabarkan suatu
permasalahan penanganan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh

anak di bawah umur di Polres Batang.

16 Marzuki, Metodologi Riset, Yogyakarta: PT. Hanindita Offset, 1983, h. 56
171 exy J. Moleong, Metodelogi Penelitian Kualitatif, Jakarta: Ed. Rev Remaja Rosdakarya,
2010, h. 248.
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4. Sumber Data
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :
a. Data Primer
Yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya
melalui wawancara guna menjawab riset atau penelitian. Data primer
dapat berupa pendapat subyek riset/penelitian (orang) baik individu

maupun kelompok atau bisa juga dari hasil observasi dari suatu obyek,

kejadian atau hasil pe hadap suatu benda (fisik), kejadian

-

g dari lapangan

/

epustakaan yang

udi-

eraturan perundang-

!
pa laporan serta bahan-

H ﬁ@ z‘ Q%U ﬂ_ ﬂ nasalahan yang diteliti .
itian i IM!}L‘&H@A adalah:
TP APN /

SRS Bt W ks
Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat

rime

autoritatis Jadi bahan hukum primer yaitu mempunyai kekuatan

yang mengikat bagi para pihak yang berkepentingan misal, bahan-

18 Amiruddin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,
2006, h. 30
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bahan hukum primer terdiri dari Perundang-Undangan dan

putusan-putusan hakim. Bahan hukum primer antara lain :°

a) Undang-Undang Dasar 1945.

b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana.

¢) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

d) Undang-Undang or 11 Tahun 2012 Tentang Sistem

-= Perlindungan

ntang Kepolisian
(-1

=

3 L "t puku yang memberikan

arahan atau petunj ﬁo rf/memahami dari bahan
) i

vy TP APN

PP iR N, R BNt~ Rk,

ersier. Bahan hukum sekunder yang terutama adalah buku

hukun
ters karena buku ters berisi mengenai dasar-dasar prinsip ilmu
hukum dan pandangan-pandangan klasik para sarjana mempunyai
kualifikasi tinggi. Pada intinya bahan hukum primer yaitu terdiri
dari buku-buku, artikel, jurnal dan lain-lain

3) Bahan Hukum Tersier

19 peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta,2010, h. 181
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Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan
petunjuk, penjelas, bahkan pendukung dari bahan-bahan hukum
primer dan sekunder, yang terdiri dari kamus, KBBI (Kamus Besar
Bahasa Indonesia), ensiklopedia, kamus hukum.

5. Lokasi Dan Subyek Penelitian
Lokasi penelitian ini adalah di Polres Batang subyek dalam

penelitian ini adalah penan nan tindak pidana pencurian yang dilakukan

oleh anak di bawah<Um

Teknik penggi &gw
|03 - M IS

wancara langsung sesuai pokok

Di Satreskrim Polres Batang).

dalam penelitian ini adalah

angat penting dan

2

T . .
ahap ini _penulis harus

W,ﬁf h di . Penganalisisan data
s ﬁi«ﬁ !JM r?fngadakan sistematisasi

bahan-bahgn—hukum:réﬁu‘h‘s’ untuk—'r'ﬁén?uﬁahkan pekerjaan analisis dan

i
pada hakekatnya &

konstruksi.Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini
adalah teknik deskriptif kualitatif, yaitu teknik analisa data yang bertujuan
untuk mengungkap dan mengambil kebenaran dari studi pustaka yaitu
penanganan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di bawah

umur.

20 Syharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, Jakarta: Rineka
Cipta, 2002, h. 126
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H. Sistematika Penulisan
Dalam penelitian ini, untuk memberikan gambaran yang menyeluruh
mengenai pembahasan dalam penulisan ini, penulis membagi penulisan
hukum ini menjadi empat bab dan tiap-tiap bab dibagi dalam sub-sub bab

yang disesuaikan dengan luas pembahasannya. Sistematika penulisan itu

Latar Belakang Penelitian,

BAB I« an da ‘ 1 di Polres Batang.

BAB IV : simpulan dan saran.
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BAB I1

KAJIAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Anak

Pengertian Anak
Anak adalah tunas, potensi, dan generasi penerus cita-cita bangsa.

Anak memiliki peran strategi

.'.-

dalam menjamin eksistensi bangsa dan

eka mampu memikul tanggung

jawab itu, mere lu- patan yang seluas-luasnya untuk
alk fisik, mental, maupun
aknya Iindungi, dan
da anak perlu

—

_.||
amus Umum Bahasa

» U M ;T ggu LA h kecil. Marsaid juga
menguti o\ ‘S djona ﬁ.@&#«!ﬂu e?/atakan bahwa menurut

S ‘L \_‘l!"".‘

hukum ada ak di bawah umur adalah mereka yang belum menentukan
tanda-tanda fisik yang konkret bahwa ia telah dewasa.?*
Adapun pengertian anak dalam Konvensi Tentang Hak-hak Anak,

menyatakan bahwa:??

2L Marsaid, Perlindungan Hukum Anak Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam (Magasid
Asy-Syari’ah), (Palembang: NoerFikri, 2015) h. 56-58.
22 |bid.,
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For the purpose of the present Convention, a child means every
human being below the age of 18 years, unless under the law
applicable to the child, majority is attained earlier.

(Yang dimaksud anak dalam Konvensi ini adalah setiap orang yang
berusia di bawah umur 18 tahun, kecuali berdasarkan undang-

undang yang berlaku bagi anak ditentukan bahwa usia dewasa

-. Nomor 13 Tahun

Ketenaga mwz nak adalah setiap orang yang
\ wah ¢ &I ﬁﬁlﬂh&pﬂ n juga pengertian anak

dalam uu}w—mm Terntangwoer'cfﬁéh'&ﬁ—Kedua Atas UU No. 23/2002

2003 Te

berumur d

Tentang Perlindungan Anak, bahwa anak adalah seseorang yang belum
berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang dalam kandungan.®
Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa anak adalah seseorang

yang masih kecil, baik laki-laki maupun perempuan, yang belum terlihat

2 1bid.,

24 Undang-Undang Ketenagakerjaan 2003 (UU No.13 Th.2003), Op.cit. h. 6

25 UU No. 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Op.cit. h. 4.
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tanda-tanda fisik seorang dewasa, yang berdasarkan perspektif undang-
undang bahwa batasan usia anak adalah yang belum mencapai 18 (delapan

belas) tahun.

2. Pengertian Anak dalam Aspek Islam
Dalam sudut pandang yang dibangun oleh agama khususnya dalam

hal ini adalah agama Islam, anak merupakan makhluk yang lemah namun

enangan dari kehendak Allah SWT

arena. anak mempunyai
LY

"
R

untuk me ai | i : atang.

: engy Nmmﬂ an Allah SWT kepada
kedua orang ‘tua, m s a m&j ?ara yang kelak akan

.

A “ _d-l!'l Lol AN

ﬂ‘a‘l’a‘mm dan sebagai pewaris

memakmurkan dunia seba'g’éﬁ
ajaran Islam pengertian ini mengandung arti bahwa setiap anak yang
dilahirkan harus diakui, diyakini, dan diamankan sebagai implementasi

amalan yang diterima oleh orang tua, masyarakat , bangsa dan negara.®

26 Amir Syariffudin, Hukum Perkawinan Islam (antara fikih dan UU Perkawinan, 2006), h.
44,
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B. Tinjauan Umum Pidana
Istilah hukuman yang merupakan istilah umum dan konvensional, dapat
mempunyai arti yang luas dan berubah-ubah karena istilah itu dapat
berkonotasi dengan bidang yang cukup luas. Istilah tersebut tidak hanya
digunakan dalam bidang hukum akan tetapi juga dalam istilah sehari-hari
baik dalam bidang pendidikan, moral, agama dan lain sebagainya. Oleh

karena pidana merupakan is" yang lebih khusus, maka perlu ada

2 . .
pembatasan pengertlan tau m ral yang dapat menunujukkan ciri-ciri

suatu - penderitaan menurut

Und , ana : s ' J aran norma
S C c i y ol : d Al a adla i

berda \ 0 o! yang bersalah.

*’Pengert @WJ Van Hamel yang

menyatak yang bersifat khusus

i

yang dijattj K UW@W agal penanggung jawab
" M“ _,!I ﬁﬁ!—mﬁaﬂr Ffrena telah melanggar

ketertiban ht

peraturan hukhrn‘y’mg‘rrar

garis besar mencakup 3 (tiga) permasalahan pokok yaitu jenis pidana

" SR ESE o8 A S

usﬂrtégakkan‘mvehﬂegara 28 Sistem sanksi secara

(strafsoort), lamanya ancaman pidana (strafmaat), dan pelaksanaan pidana

27 Christopo Heri, Penegertian Pidana Menurut Para Ahli, Law Journal On Line: Juris
Praceptia Sun Haec: Honeste vivere , Alterum Non Laedere, Suum Cuige Tribure, November 2014

%8 P AF. Lamintang, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia (Bandung: PT.Citra Aditya
Bakti, Bandung, 1997), h. 47.
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(strafmodus). Pidana (straf) merupakan sanksi yang hanya diberlakukan
dalam lapangan hukum pidana.?®

Sudarto mengemukakan bahwa istilah penghukuman dapat disempitkan
artinya, yakni penghukuman dalam perkara pidana yang kerap kali sinonim
dengan “pemidanaan” atau “pemberian/penjatuhan pidana” oleh hakim.

Menurut beliau “penghukuman” dalam arti yang demikian mempunyai makna

99 30

sama dengan “sentence” atau “
s

eroordeling

“straf”’, namun

man. Menurut

Wﬁ ﬂ angkan bagi seseorang
%ﬁtﬂmh aya yang relative banyak,

KA':A".L A—AAI!'I W"“'i
misalnya dale}r\—pm:‘@s—biaya“ ﬁéngadﬂanrpenjara, pembebasan bersyarat,

pusat-pusat konsultasi yang harus dihadiri danmenurut teori ultitarian yang

dikemukakan oleh Bentham, pemidanaan merupakan kejahatan (mischief)
yang hanya dapat dijustifikasi jika kejahatan tersebut mampu mencegah

terjadinya kejahatn yang lebih besar dibandingkan dengan pemidanaan bagi

29 Barda Nawawi Arief, Kapita Selekta Hukum Pidana (Bandung: Citra Aditya Bakti,
2003), 136.

%0 Sudarto, Kapita Selekta Hukum Pidana, Alumni, Bandung, 1981, h.72.

81 Sudarto, Hukum Pidana I, Fakultas Hukum Undip, Semarang, 1988, h. 9.
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pelaku kejahatan.®> Adapun latar belakang yang membenarkan adanya
pemidanaan, adalah pelanggaran hukum, maka pelanggaran hukum dan
pemidanaan mempunyai korelasi yang erat. Premis mayornya adalah adanya
penentuan tindak pidana dalam perundang-undangan. Premis minornya
berupa adanya peristiwa konkret, yang taatbestand dengan isi larangan

tentang suatu tindak pidana tersebut. Konklusinya adalah pemidanaan. Hal

demikian yang melahirkan per ,u.

W
h L A i i in 33
oleh sebagian besar K| NC ng Hukum Pidana di dunia.

an asas legalitas, yang kemudian dianut

perlinduriga damasayarakat me , ‘ kapasitas fisik si
pelal akuka berik \ tation of the
convicte ande
mengula \? A

sebagai s
&

perbuatan ja g N mm U genere deterrence. Beberapa
i
sanksi pidana seperti ﬁﬁ*ﬁuﬁaﬁ

*e
.
‘-"A—A“ m—AI!"W"‘ i/

dap si pelaku dari

i s lili errence dan berfungsi

N fln darimelakukan

korban ' didesain untuk

restorative.3*

32 Syaiful Bakhri, Kebijakan Kriminal (Dalam Perspektif Pembaruan Slstem Peradilan
Pidana Indonesia), (Jakarta: Total Media, 2010), h. 76.

3 1bid,.

% Topo Santoso, Hukum Pidana Dalam Perspektif (Suatu Tinjauan Atas Efektivitas
Pemidanaan) (Denpasar: Pustaka Leiden, 2012), h. 215.
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C. Tinjuan Umum Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Di dalam hukum positif tindak pidana merupakan terjemahan dari
strafbaar feit, didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak
terdapat penjelasan mengenai apa sebenarnya strafbaar feit. Biasanya
tindak pidana disinonimkan dengan delik yang berasal dari bahasa latin

yakni delictum. Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman

karena merupakan _,e.-'f adap undang-undang tindak pidana.®
fbaar. feit dengan menggunakan

resmi dalam Undang-

> o
] dl ¢ C
S
—
aSal a
C dSd Ay

ada suatu kejadian

aupun gejala alam.

-.l

ya akan dapat dihukum

'., / :
oleh u‘ Q@ mrwgt& n Gamer, delik adalah
o ﬁ.ﬁﬁgﬁ D wak orang lain.*® Dengan

Tl _d-l!'l Lad A3

perb'uatan ‘pTdarra-Perbuatan pidana dibedakan

)
suatu seranc

demikian
menjadi beberapa macam yaitu:%”
a. Delik formal
b. Delik materil

c. Delik dolus

3% Teguh Prasetyo, Hukum Pidana, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013), h. 47.
% |smu Gunaidi Dan Jonaedi Effendi, Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana,

Cetakan Ke —1 (Jakarta: Kencana, 2014), h. 36.

63.

87 Masriani, Yulius Tiena, Pengantar Hukum Indonesia (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h.
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d. Delik culpa

e. Delik aduan

f. Delik politik
Tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang merupakan sebab
dari adanya pidana. Seseorang dipidana karena ia telah melakukan suatu
perbuatan tindak pidana. Istilah tindak pidana ada beberapa macam

antara lain, delik, perbuatan-pidana, dan peristiwa pidana. Dalam sistem
o

e
hukum Indone5|a v uat N merupakan tindak atau perilaku

-,
H'\.

: ana. Hal ini
engal / poyan nullum
i

ana ditentukan

hukum, melainkan atas

" l..j an Eﬁanﬂiﬁ_ dal; dang-undang yang
‘ an e r ﬁﬁ M&Ey é)erbuatan itu”

Tl \—‘l!"".

ada'réh--p atan—yang oleh ' undang-undang
dinyatakan dilarang yang disertai ancaman pidana barangsiapa yang
melanggar larangan tersebut. Tindak pidana ialah undangundang baik
berbentuk kodifikasi yakni Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
(KUHP) dan diluar kodifikasi tersebar luas dalam berbagai aturan

perundang-undangan.
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Dari uraian penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa tindak
pidana adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorangyang melanggar
hukum yang diancam dengan sanksi pidana, berat atau ringannya sanksi
tersebut tergantung pada tindakan yang dilakukan oleh orang tersebut.

Jinayah berasal dari kata jana yajni jinayah yang berarti memetik
dosa atau kesalahan. Jinayah menurut bahasa adalah seseorang yang

memanfaatkan sesuatu dengan cara yang salah. Sedangkan menurut

i /f

istilah merupakan_.perb g diharamkan atau dilarang karena

'Y

ﬁm-- H qlfal,atau harta benda. 3

dari. Figh Jinayah
Jl atau perbuatan
ang yang dapat
i qﬁ.",-,_*- man atas dalil-dalil

g te [ ' 'minal yang dimaksud

|alah ti dakan- tindak: mWﬂ ggu ketentraman umum
serta tlncl "Eﬂ ﬁﬁv&uﬂ-aq,m yang bersumber

Py By " N 4—-1""'" i
dari Al- qullll’an‘dan‘mrma” a—

Tindak pidana ditinjau dalam hukum islam atau biasa disebut

dengan jarimah, jarimah ini dibagi menjadi tiga bagian, yaitu:
a. Jarimah Qishas
Qisas merupakan suatu ketentuan Allah berkenaan dengan

pembunuhan sengaja dimana pelakunya dikenakan hukuman mati.

3 Imaning Yusuf, Figh Jinayah Jilid I, (Palembang: Rafah Press, 2009), h. 1.
39 Ali Zainuddin, Hukum Pidana Islam (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), h. 1.
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b. Jarimah Hudud
Menurut Ibrahim Muhammad al-jamal, hudud, jamak dari had,
artinya batas antara dua h. Menurut bahasa bisa juga berarti
mencegah. Adapun menurut syariat hudud adalah hukuman yang
telah ditetapkan oleh AlQur’an sebagai hak Allah.*° Hukuman yang
termasuk hak Allah ialah setiap hukuman yang yang dikehendaki

untuk kepentingan u - (masyarakat), seperti untuk memelihara

nasyarakat, dan manfaat penjatuhan

H'\.

[ m- semua masyarakat.

caan!

/.
%%/ si hukum yang
=‘.-_\¥

/r enurut istilah

h) tentang jenis

rr'da Ulil Amri atau

A

i\ DB awl
Ll | b, g W,
""""’J:L / ..-."._-.,ﬂ

2. Unsur-unsur Tindak Pidana

i, 8

A

A,

-

.

Adapun dalam menentukan suatu hukuman terhadap suatu tindak
pidana dalam Hukum Islam diperlukan unsur normatif dan moral yaitu:*?
a. Secara yuridis normatif, harus didasari oleh suatu dalil yang

menentukan larangan terhadap perilaku tertentu dan diancam dengan

40 Abdullah Bin Abdurahman Ali Bassam, Umdah Al — Ahkam: Syarah Hadits Pilihan
Bukhori Muslim, Terjemahan Kathur Suhardi, Cet Ke—7 (Jakarta: Darul Falah, 2008), h. 874.

41 Wabah Zuhaili, Al — Fighu As Syafi’ i Al —Muyassar (Beirut: Darul Fikr, 2008), h. 369

42 Ali Zainuddin, Op. cit, h. 22.
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hukuman. Disisi lain mempunyai unsur materiil, yaitu sikap yang
dapat dinilai sebagai suatu pelanggaran terhadap sesuatu yang
diperintahkan oleh Allah swit.

b.  Unsur moral, yaitu kesanggupan seseorang untuk menerima sesusatu
yang secara nyata mempunyai nilai yang dapat dipertanggung

jawabkan. Dalam hal ini disebut mukallaf adalah orang Islam yang

-

adaan—keadaan dimana

(=Lr
erdiri dari:

. 3 -
PPN ST T R N, B BNt = Nk

pelaku

3) Kausalitas

b. Unsur Subjektif
Unsur yang terdapat atau melekat pada diri pelaku, atau yang
dihubungkan dengan diri si pelaku dan termasuk di dalamnya segala

sesuatu yang terkandung di dalalam hatinya. Unsur ini terdiri dari:

43 Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), h. 64
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1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (dolus atau culpa)

2) Maksud pada suatu percobaan, seperti ditentukan dalam Pasal 53
Ayat (1) KUHP.

3) Macam — macam maksud seperti terdapat dalam kejahatan—
kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, dan sebagainya.

4) Merencanakan terlebih dahulu, seperti tercantum dalam Pasal 340

KUHP, yaitu pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu.

at di galam Pasal 308 KUHP.

m\ indak pidana kedalam dua

AW UNQ@EULA
1) Adz h n iﬁﬁM—&:ﬁm

‘q,' —‘l"l La S &

ng 1 mpU'bertanggu

annya.

2) Orar

Berdasarkan Buku 1l 'KUHPidana memuat rumusan-rumusan
perihal tindak pidana tertentu yang masuk dalam kelompok kejahatan,
dan Buku Il memuat pelanggaran.Ternyata ada unsur yang selalu
disebutkan dalam setiap rumusan yaitu mengenai tingkah laku/ perbuatan

walaupun ada perkecualian seperti Pasal 351 KUHPidana (penganiyaan).

44 Sianturi, Asas-asas Hukum Pidana, h. 207-209
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Unsur kesalahan dan melawan hukuim kadang-kadang dicantumkan., dan
seringkali juga tidak dicantumkan; sama sekali tidak dicantumkan
mengenai unsur kemampuan bertanggungjawab. Disamping itu banyak
mencamtumkan unsur-unsur lain baik sekitar/ mengenai objek kejahatan
maupun perbuatan secara khusus untuk rumusan tertentu. Dari
rumusanrumusan tindak pidana tertentu dalam KUHPidana itu, dapat

diketahui adanya 11 unsur indak pidana, yaitu:*®

Ny

a. Unsur tmgkah

a dituntut plaana,

5

n. | Un me@ula

.
.
e —‘l-” ".“ /

j. Unsur kualita jek'h[ikum

k. Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana

Tinjauan Umum Tentang Pencurian
Pengertian umum mengenai pencurian adalah mengambil barang orang

lain. Dari segi bahasa (etimologi) pencurian berasal dari kata “curi” yang

“ 1bid.,
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mendapat awalan “pe”, dan akhiran “an”. Arti kata curi adalah sembunyi-
sembunyi atau diam-diam atau tidak dengan jalan yang sah atau melakukan
pencurian secara sembunyi-sembunyi atau tidak dengan diketahui orang lain
perbuatan yang dilakukannya itu.

Mencuri berarti mengambil milik orang lain secara tidak sah atau
melawan hukum. Orang yang mencuri barang yang merupakan milik orang

lain disebut pencuri. Sedang @an_pencurian sendiri berarti perbuatan atau

perkara yang berkalta

“r’

- I

Jadi c, q.' enc ﬁ‘ 9@” E.ﬁ lesai dilakukan oleh
MM i:;a f melakukan perbuatan

S “ —‘l!"".“

i yang ¢ ilarang aalanrun dﬂakukan orang di dalam Pasal

pelakunya
mengambil seper
362 KUHPidana.

Pencurian memiliki berbagai macam bentuk yang memiliki dasar

hukum dan unsur-unsur yang berbeda. Adapun bentuk pencurian tersebut

seperti :

46 Moeljatno, 2003, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Bumi Aksara, Jakarta, h. 128.
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1. Pencurian Biasa
Unsur-unsur tindak pidana pencurian yang diatur di dalam Pasal 362
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terdiri :
a. Unsur Subjektif (Met het oogmerk om het zich weder rechtelijk toe te
eigenen) atau dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara
melawan hukum. Unsur subjektif terdiri dari dua unsur, yakni pertama

unsur maksud (kesengajaan.sebagai maksud atau opzet als oogmerk)

. Unsur-unsur objektif

eeltelijk e een -ande enoort atau yang
.-i 'V yac a ;F:'

-

S
w1

) ringan yang diatur di dalam KUHP Pasal 364 adalah
g M im-&#&:‘b tidak lebih dari dua

.0 a l ‘k

Penc
pencuria
D g ;‘l!" Lol & Xl

ratus lima puluh rupiah (Rp.2

,-).—Tentarrg—mﬁai benda yang dicuri itu
semula ditetapkan tidak lebih dari dua puluh lima ribu rupiah (Rp.25.000,)
tetapi kemudian dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Hukum Pidana telah diubah menjadi Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh

ribu rupiah).
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3. Pencurian dalam bentuk diperberat (gequalificeerde)
Pencurian dalam bentuk diperberat (gequalificeerde diestal) adalah
bentuk pencurian yang dirumuskan dalam pasal 363 KUHP baik ayat (1)
maupun ayat (2).Unsur-unsur tindak pidana pencurian dengan pemberatan

dapat dipaparkan sebagai berikut:

a. Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun:

ang yang ada di situ
gv h yang berhak.

ang atau lebih secara

9. \\ UNIMW%&
il 5 sememd |

5) Pencurian yang untuk masu e-tmnpahnelakukan kejahatan, atau

untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan
membongkar, merusak atau memanjat atau dengan memakai anak

kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan (seragam) palsu.
b. Jika pencurian yang diterangkan dalam ke-3 disertai dengan salah satu
tersebut ke-4 dan ke-5, maka dikenakan pidana paling lama Sembilan

tahun.
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4. Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan
Tindak pidana pencurian yang diatur dalam Pasal 365 KUHP juga
merupakan gequalificeerde diefstal atau suatu pencurian dengan
kualifikasi ataupun merupakan suatu pencurian dengan unsur-unsur yang
memberatkan.
5. Tindak Pidana Pencurian dalam Keluarga

Tindak pidana pencurian dalam keluarga telah diatur di dalam Pasal

367 KUHP. Tindak pidarn lalam keluarga hanya terhadap harta

H'\.

RES w W@ i g @u l & etidakpuasaan dengan
sistem «\ ilan. pi ﬁ’n’ﬂ& /ang mana tidak dapat

Lo Bt 2 o

melibatkan piha l(yan@ berkcmfhk"hﬂa'mkan hanya antara negara
dan pelaku. Korban maupun masyarakat setempat tidak dilibatkan dalam
penyelesaian konflik, berbeda dengan sistem restorative justice dimana

korban dan masyarakat dilibatkan sebagai pihak untuk menyelesaikan

konflik.

47 1bid,.
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Timbulnya restorative justice, karena sistem peradilan pidana tidak
berjalan sesuai dengan yang diharapkan, karena gagal memberikan ruang
yang cukup pada kepentingan para calon korban dan para calon
terdakwa, dengan kata lain sistem peradilan pidana yang konvensional
saat ini di berbagai Negara di dunia kerap menimbulkan ketidakpuasan
dan kekecewaan.*® Miriam Liebman mendefinisikan Keadilan Restoratif

sebagai berikut:

m generally used for an approach

W\

“Restorative justice'has

S such as a school diclipinary

and ty rather than

7?“ adi suatu istilah

anaan (sebagai

K ﬂlSllenan) yang

meneke 1” "*nsep “menempsz mbaI| Korban dan

Ilngkun epada kea m.wﬂ Aghukum sang pelaku

tlndakp| a).49

- - - ':A'L ‘:L-I'l W"“-i’l/
Kon ilan restoratif ~ menitikberatkan suatu keadilan

berdasarkan perdamaian, dimana dalam penyelesaian suatu perkara tidak
mengenal keadilan berdasarkan balas dendam atau pemberian hukuman
terhadap pelaku. Penerapan konsep ini merupakan bentuk perkembangan

sistem peradilan pidana yang menitikberatkan keterlibatan antara pelaku

4 Eriyantouw Wahid, Keadilan Restoratif dan Peradilan Konvensional Dalam Hukum
Pidana, (Jakarta: Universitas Trisaksi, 2009), h. 43.

49 Miriam Liebman, Restorative justice: How It Works, (London: Jessica Kingsley
Publishers, 2007), h. 27.
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dan korban dalam penyelesaian suatu perkara, dimana hal tersebut bukan
merupakan salah satu mekanisme yang dikenal dalam hukum acara
pidana konvensional saat ini.

Pendekatan keadilan restoratif dalam penyelesaian suatu tindak
pidana memberikan kesempatan kepada para pihak yang terlibat
khususnya pelaku dan korban untuk turut berpartisipasi. sehingga fungsi

pelaku dan korban hanyalah-berfungsi sebagai saksi dalam penyelesaian
-

-

perkara yang dila war t penegak hukum. Perspektif tersebut

h

secara hukum dianggap
" \\

/T / terpenuhinya
ek je "ﬂ = /éelaku. Namun,

f

ahy ;;1 antara pelaku dan
/

korban ‘a

-. W‘t aiar %ara yang memenuhi
kepentir:" ﬁﬁ' Mﬂﬁ ?y)ratlf berupaya untuk

menekankm Jawab pefakulét%'s:frerrlakunya yang menyebabkan

kerugian orang lain.%°

Pada prinsipnya, Keadilan Restoratif (Restorative Justice)
mengupayakan perdamaian di luar pengadilan yang melibatkan pelaku
tindak pidana (keluarganya) terhadap korban. Dalam keadilan restoratif,

penyelesaian suatu permasalahan hukum yang terjadi antara pelaku dan

% H. Siswanto Sunarso, Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana, (Jakarta: Sinar
Grafika, 2014), h. 157.
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korban tindak pidana dapat dicapai apabila telah adanya persetujuan atau
kesepakatan diantara para pihak sehingga memberikan kesempatan
kepada pelaku untuk bertanggung jawab atas segala perbuatannya dengan
cara mengganti kerugian akibat tindak pidana yang dilakukannya.

Restorative Justice adalah bentuk yang paling disarankan dalam
melakukan diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum yang
melibatkan berbagai pihak<untuk menyelesaikan suatu permasalahan
Anak. Perkembangan konsep pendekatan restorative justice juga
dipengaruhi-sistem badan-badan perwakilan publik dari bangsa Jerman
yang menyebar kesegenap penjuru Eropa setelah  kejatuhan bangsa
Romawi dan sistem peradilan yang dipergunakan oleh orang-orang India
yang berdiam di- lembah sungai Hindus pada zaman purba, seperti
peradaban vendic, yaitu suatu sistem penyelesaian masalah melalui
pemberian sanksi terhadap siapapun yang melakukan kesalahan untuk
menebus dosanya atau mengganti Kerugian atau membayar utangnya agar
pelaku dapat dimaafkan, termasuk pengaruh tradisi penganut Buddhis,
Tao dan Konghucu yang telah berbaur dengan pengaruh budaya barat
yang Kini terdapat dibelahan Asia Utara.>*

Terdapat beberapa pengertian dari restorative justice yang
diuraikan para ahli. Menurut Tony Marshall, restorative justice proses
yang melibatkan pihak yang memiliki kepentingan dalam masalah

pelanggaran tertentu untuk datang bersama-sama menyelesaikan secara

1 Rafinus Hotmaulana Hutauruk, Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui
Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h. 104.
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kolektif dan bagaimana menyikapi menyelesaikan akibat dari
pelanggaran dan implikasi untuk masa depan. Mariam Liebman secara
sederhana mengartikan restorative justice sebagai sistem hukum yang
berjuang untuk mengembalikan kesejahteraan korban, pelaku dan
masyarakat yang rusak oleh kejahatan, dan untuk mencegah pelanggaran
atau tindakan kejahatan lebih lanjut.5?

Terkait dengan pengertian. restorative justice, dalam ketentuan

F
7
Pasal 5 Undang-Undang

fahun 2012 tentang Sistem Peradilan
Pidana A nyatal - adilan pidana anak wajib
Keadilan Restorative
; ’nﬁ- atkan pelaku,

1 E.'[ﬂ? ng terkait untuk
=]/

dengan menekankan

e
an; - bukan - pembalasan.

Ul mwr& 8 bertujuan untuk:

a. Me 1yakan pe ﬁ@h"si’oﬂn f/anak
b. Menw\ﬁn‘r?k".mrp:eﬁyaeéara—ﬁ- dﬁﬂ%r'—'p'roses*peradllan

c. Menjauhkan anak dari pengaruh negatif proses peradilan
d. Menanamkan rasa tanggung jawab anak

e. Mewujudkan rasa tanggung jawab anak

f.  Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan

g. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi

52 Barda Nawawi Arief, Mediasi Penal Penyelesaian Perkara di luar Peradilan,
(Semarang: Pustaka Magister, 2019), h. 21.
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h. Meningkatkan keterampilan hidup anak.

Secara umum, definisi restorative justice adalah suatu pemulihan
hubungan dan penebusan kesalahan yang ingin dilakukan oleh pelaku
tindak pidana terhadap korban tindak pidana tersebut di luar pengadilan
dengan maksud dan tujuan agar permasalahan hukum yang timbul akibat
terjadinya perbuatan pidana tersebut dapat diselesaikan dengan baik

dengan tercapainya persetuj
s

dan kesepakatan diantara para pihak.

sehingga hak asasi anak yang diduga melakukan tindak pidana dan atau
telah terbukti melakukan tindak pidana dapat dilindungi.

Menurut Prakoso, dalam konteks Indonesia bagaimana menyebutkan
bahwa konsep dan prinsip restorative justice sebenarnya telah

diperketatkan oleh sejumlah masyarakat adat Indonesia. Oleh karena itu

53 1bid.,
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upaya untuk menjadikan restorative justice sebagai model alternatif dalam
soal pidana anak sangat prospektif, tinggal memodifikasi dari praktek-
praktek yang secara konversional telah ada dan berkembang di sejumlah
tempat di Indonesia.>*

Sistem peradilan pidana erat kaitannya dengan perundang-undangan
pidana itu sendiri, baik hukum pidana materil maupun hukum pidana

formil. Perundang-undangan-pidana anak yang berlaku di Indonesia ini

tab Undang-Undang hukum Pidana

di r;nbangkan diseluruh

y /
dunia. -. arat penegak hukum
i

adalah mel 1gi ané a tinde &ﬁ!h &wg bertentangan dengan

*e

\ --.'v Py N L A;-—- - i
kepentingarlli“rmfalk‘bagl anak.

Soepomo  menjelaskan  penyelesaian  menurut hukum adat

menghendaki pengembalian keseimbangan di dalam masyarakat, atau
pemulihan keadaan. Dengan mengunakan konsep restorative justice
kiranya peradilan pidana anak dapat di harapkan menghasilkan hal-hal

sebagai berikut:

> Abintoro Prakoso, Pembaharuan Sistem Peradilan Anak, (Yogyakarta: Laksbang
Grafika, 2013), h. 161
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a. Berkurangnya jumlah anak yang dikenakan penahanan sementara dan
divonis penjara.

b. Menghapuskan stigmatisasi dan mengembalikan anak menjadi
manusia normal sehingga diharapkan dapat berguna kelak di
kemudian hari.

c. Anak yang melakukan tindak pidana dapat menyadari kesalahannya

; .sehingga dapat diharapkan untuk tidak

N

dan bertanggung Jaw

0,
W

syarakat dalam

3. Penerap

\ torative Justice oleh POLRI.
0 W .«ﬁﬁ-‘lﬂ‘&i" sebagai bagian dari

m’ aToA T “ ‘q_' —‘l"l Lo s &

Sistem Peradilan Pidana Terpadu mempunyai peran yang sangat penting

Kep

dalam penegakan hukum pidana. Dalam UU No. 2 Tahun 2002 tentang
Polri Pasal 2 disebutkan bahwa fungsi kepolisian adalah menjalankan
salah satu fungsi pemerintahan negara dalam tugas perlindungan,
pengayoman dan pelayanan masyarakat dan penegakan hukum. Pasal 14
ayat (1) huruf g UU No. 2 Tahun 2002 mengamanatkan bahwa Polisi

berwenang melakukan penyidikan tindak pidana yang sebelumnya
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didahului oleh tindakan penyelidikan oleh penyelidik®. Penegakkan
hukum yang dilakukan tentunya penegakan hukum yang harus sesuai
dengan peraturan perundang-undangan (KUHAP), juga mengacu pada
program prioritas kapolri yang mengusung konsep Transformasi menuju
Polri yang Prediktif, Responsibilitas dan Transparansi berkeadilan
(PRESISI).

Dalam penjabarannya,  Prediktif dimaknai sebagai Pemolisian
7

prediktif atau Predictive o g mengedepankan kemampuan Polri

m ang menjadi isu dan permasalahan
N nsibilitas ai sebagai Rasa

: 0, perilaku dan
e e uhan ditujukan
=59/

asyaraka Alam menciptakan

erkeadllan dimaknai

sebagal mew: ikir Aﬂ/stem yang terbuka,
akuntabel:'gﬁ 1anis.dan Jﬁ,ﬁ%ﬂ%

Transl}cmﬁﬂ.".‘mhmu*ﬂolrryaﬁéiﬁe'rsm—irm meliputi 4 bidang, 16
Program prioritas, 51 kegiatan dan 117 rencana aksi. Dalam bidang
operasional, salah satu program prioritas Kapolri adalah Program
peningkatan Kkinerja penegakan hukum. Dalam hal ini salah satu yang
menjadi perhatian kapolri adalah adanya proses penegakan hukum yang

memenuhi rasa keadilan masyarakat. Hal ini dapat terwujud dengan

55 Pudi Rahardi, Hukum Kepolisian (profesionalisme dan Reformasi Polri), Lakshang
Mediatama, Surabaya, 2007, crk. 1, h. 27.
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mengedepankan hukum progresif dalam penyelesaian perkara melalui
restorative justice yang tidak hanya melihat aspek kepastian hukum,
namun pada kemanfaatan dan keadilan. Pemahaman ini sesuai dengan apa
yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch.

Gustav Radbruch menyebut keadilan, kemanfaatan dan kepastian
hukum sebagai tiga ide dasar hukum atau tiga tujuan hukum, dan dapat

juga dipersamakan denganasas hukum. Suatu vonis atau putusan
A

a3

_ o
pengadilan harus sestai ¢

m Kkarena hakim harus mengadili

\ ‘7 d| sorotan utama
adalah? F“:"" an. Friedman menyeb wa “in terms of law,

{
A

justice vh,ll judged 2 mw: eop d how it distributes its

benefits ane d a ku ﬁ#‘.ﬁ! !1.m ,7|pert|mbangkan sebagai

=T ‘“ _d-l!'lv""

srlakukan orang—darrtrpaya untuk  mendistribusikan

upaya dala
manfaat dan biayanya) dan dalam hubungan ini Friedman juga
menyatakan bahwa, “every function of law, general or spesific, is
allocative”, (setiap fungsi hukum, baik umum atau khusus, merupakan

suatu alokasi).

6Arief Sidharta, 2010, Reformasi Peradilan dan Tanggung Jawab Negara, Bunga Rampai
Komisi Yudisial, Putusan Hakim : Antara Keadilan, Kepastian Hukum dan Kemanfaatan, Komisi
Yudisial Republik Indonesia, Jakarta, 2010, h. 3.
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Lebih lanjut, Prof Tjip mengemukakan bahwa hukum tidak dapat
mengabaikan dan menutup diri terhadap perubahan fundamental yang
terjadi dalam dunia sains. Pada kenyataannya, system masyarakat yang
terus menerus mengalami perubahan tentu akan sangat mempengaruhi
terhadap perjalanan dunia keilmuan. Dengan demikian jika tidak ingin
melihat hukum berjalan tertatih-tatih mengikuti kenyataan, sudah

semestinya memahami hu menjadi bagia kesatuan utuh dalam

l\I\-\.\"\u

g adanya cita

/r ehidupannya
f{dlr

dasar: ‘ i sadilan - (Gerec ,l"t) Kemanfaatan

' &

SSil .erkeit). Ketiga nilai
f

erasi (harmonis) satu

n ﬁrﬂ,ﬁﬁh ffntangan ketegangan

(spannungsb@rrfa'elrmsf gat‘J §ama Iaﬁfﬁ?e&dﬂan bisa bertabrakan dengan

an tiga nilai

(Zwecl?,

dasar te?

L]
sama  lain M
i

*e

kemanfaatan dan kepastian hukum, tuntutan kemanfaatan bisa bertabrakan
dengan keadilan dan kepastian hukum dan seterusnya.5®

Hukum dituntut untuk memenuhi berbagai karya dan oleh Radbruch
ketiga-tiganya itu disebut sebagai nilai-nilai dasar hukum. ketiga nilai

dasar tersebut adalah Keadilan, Kemanfaatan/kegunaan (Zweckmaszigkeit)

57 SGatjipto Rahardjo, 2004, Ilmu hukum “Pencarian, Pembebasan dan Pencerahan”,
Surakarta, UMS Press, hal. 11
%8 Satjipto Rahardjo, Hukum dalam Jagat Ketertiban, Jakarta, 2006, UKI Press, hal. 135
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dan Kepastian hukum. sekalipun ketigatiganya itu merupakan nilai dasar
dari hukum, namun antara mereka terdapat suatu Spannungsverhaltnis,
suatu ketegangan satu sama lain. Hubungan atau keadaan yang demikian
itu bisa dimengerti, ketiga-tiganya berisi tuntutan yang berlain-lainan dan
yang satu sama lain mengandung potensi untuk bertentangan. Apabila kita
ambil sebagai contoh kepastian hukum, maka sebagai nilai ia segera
menggeser nilai-nilai keadilan‘dan kegunaan kesamping. Yang utama bagi
kepastian hukum adalah adanya peraturan itu sendiri. Tentang apakah
peraturan itucharus adil dan mempunyal kegunaan bagi masyarakatnya,
adalah diluar pengutamaan nilai kepastian hukum.%®

Dalam perkembangan sistem . peradilan pidana ' di Indonesia,
pemidanaan ‘dengan memenjarakan pelaku kejahatan merupakan sanksi
yang utama  terhadap pelaku kejahatan yang terbukti bersalah
dipengadilan. - Sementara - jika kita  kaji lebih , dalam, masyarakat
memerlukan bukan hanya sekedar pemenjaraan kepada pelaku pidana,
namun harapan untuk bisa ‘mengembalikan keadaan kepada sebelum
terjadinya pidana. Harapan masyarakat tersebut yang mendesak untuk
dilakukan  penyelesaian dengan cara restorative justice atau keadilan
restorative.

Keadilan restorative® adalah penyelesaian tindak pidana dengan
melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, tokoh

masyarakat, tokoh agama, tokoh adat atau pemangku kepentingan untuk

% Satjipto Rahardjo, llmu Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, cet. 8, hal.19.
80 peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 8 tahun 2021 tentang Penanganan
tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif
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Bersama-sama mencari penyelesaian yang adil melalui perdamaian dengan
menekankan pemulihan Kembali keadaan semula.

Dalam pandangan keadilan restoratif, kejahatan bukan hanya
merupakan pelanggaran hukum semata, melainkan secara fundamental
merupakan pelanggaran terhadap hubungan antar manusia. Oleh karena
itu, keadilan restorative menekankan pada pemulihan kerusakan akibat

kejahatan, melalui restitusi- materiil maupun simbolik, membangun

kembali harga diri- ., - engembalikan mereka kepada
Qlilan restorative memberi
negaskan nilai yang dirusak
"'? ‘ /nengemukakan
l=

1g penting untuk

¥ 'n.dak pidana tersebut,
/

akan te;hll U ama mw 1 kerusakan yang timbul akibat
ﬁpﬁ H_&%ﬁg; /tata nilai dalam suatu

. l
L2 4 SOy By "N ‘—II" i
komunitas. Lebih lanjut Brarthwaute~t}—mengatakan cara dalam

i
tindak pi
i IS
penyelesaian perkara pidana melalui keadilan restorative adalah sebagai
berikut :
a. Dari sisi pelaku, untuk mencapai keadilan restorative, harus ada
permintaan maaf kepada korban. Sikap penyesalan yang diekspresikan

semacam itu menunjukkan bahwa pelaku tindak pidana memahami

61 Rudy HAN, Ringkasan Disertasi : Konsep mediasi dalam penyelesaian perkara pidana
diluar pengadilan oleh penyidik Polri, Program Doktor Ilmu Hukum Jayabaya, Jakarta, 2016, h.
32-33.
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dampak dari perbuatannya serta mengakui bahwa perbuatan pidana
yang dilakukan adalah salah dalam suatu masyarakat. Sikap
penyesalan tersebut diperlukan untuk memperbaiki hubungan antara
sipelaku tindak pidana dengan korban tindak pidana, juga untuk
mengembalikan peran sipelaku kejahatan dalam masyarakat.

b. Dari sisi korban, melalui konsepsi ini, sikap penyesalan ekspresikan

maaf dari pelaku tindakpidana harus sinergis dengan penerimaan

korban. Korba ”" | aku dengan pengertian dan rasa

saying _sebagai sesa : a »-.,- . Masyarakat modern

‘ ua g rekonsiliasi.
ein F‘ﬁ k membalas

1en) . osmnal untuk
tindak pidana
den gan masyarakat.

| unm-svtn

Untuk menjawa ﬁﬁ ,}:ukum masyarakat yang
memenuhi}aga-k?a:mmn A pihak. Polri di

semua pmak—Pom'dTben wewenang oleh UU No.
2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Rl untuk merumuskan konsep

baru dalam penegakan hukum pidana yang mengakomodir norma dan nilai
yang berlaku dalam masyarakat sebagai solusi sekaligus memberikan
kepastian hukum terutama kemanfaatan dan rasa keadilan masyarakat.
Melihat itu semua, Polri perlu mewujudkan penyelesaian tindak pidana

dengan mengedepankan keadilan restorative yang menekankan pemulihan

71



Kembali pada keadaan semula dan keseimbangan perlindungan dan
kepentingan korban dan pelaku tindak pidana yang tidak berorientasi pada
pemidanaan.

Penanganan tindak pidana yang berdasarkan keadilan restoratif itu
sendiri harus memenuhi persyaratan umum yang meliputi syarat materiil
dan formil, serta persyaratan khusus. Persyaratan materiil yang harus

terpenuhi dalam penyelesaian-perkara dengan keadilan restoratif ini antara

e

\\ U - piC IQ@W!L dak pidana terhadap keamanan
A R\ Did n ﬁaﬁ{’miﬂ.u /pldana terhadap nyawa

L
AT LA T “ ‘q_' —‘l"l Lo s &

.

orang.
Sedangkan persyaratan formil yang harus terpenuhi antara lain
Perdamaian dari kedua belah pihak, kecuali untuk tindak pidana narkoba,
perdamaian ini dibuktikan dengan adanya surat kesepakatan perdamaian
yang ditanda tangani oleh para pihak, dan Pemenuhan hak-hak korban dan
tanggung jawab pelaku, kecuali untuk tindak pidana narkoba. Pemenuhan

hak ini dapat berupa mengembalikan barang, mengganti kerugian,

72



menggantikan biaya yang ditimnulkan dari akibat tindak pidana dan
mengganti kerusakan yang ditimbulkan akibat tindak pidana.

Apabila persyaratan materiil dan formil tersebut sudah dapat
dipenuhi, maka dapat dilakukan penghentian penyelidikan atau
penyidikan, tentunya penghentian penyelidikanatau penyidikan tersebut
dilakukan melalui mekanisme gelar perkara khusus, dan alasan
penghentian penyelidikan dan‘penyidikan adalah demi hukum.®?

Idealnya dalam“menegakan hukum, penegak hukum harus mampu
mewujudkan.tiga (3) nilar dasar hukum, atau sering disebut sebagai tujuan
hukum, vyaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum®3, Untuk itu,
dengan ditetapkannya Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia
Nomor 8 tahun 2021 tentang penanganan tindak pidana berdasarkan
keadilan restoratif dinarapkan mampu memberi keadilan, kemanfaatan dan
kepastian hukum bagi“ masyarakat, terutama bagi mereka yang sedang
berperkara hukum. Terkait penerapan keadilan restoratif, penulisan
menemukan ada permasalahan yang akan dihadapi oleh penegak hukum
dalam hal ini penyidik Polri dalam penerapannya yang harus segera
dicarikan penyelesaiannya, Adapun permasalahan tersebut antara lain
Dalam penyelesaian perkara melalui keadilan restorative, tentunya sangat

menguntungkan kedua belah pihak yang berperkara. Namun kurangnya

62 Peraturan Kepolisian Rl Nomor 8 tahun 2021 tentang Penanganan tindak pidana

berdasarkan keadilan restorative.

8 Armunanto Hutahaean, 2019, Disertasi : Menegakkan hukum : Mewujudkan Keadilan,

Kemanfaatan dan Kepastian Hukum (suatu telaah paradigmatik tentang penyelidikan dan
penyidikan tindak pidana korupsi oleh polri daerah metro jaya sebagai bagian dari sistem peradilan
pidana terpadu), Program Doktor llmu Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, hal. 262
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pengetahuan penyidik terkait konsep keadilan restoratif menjadi kendala
dalam penerapannya, hal ini disebabkan kurangnya sosialisasi terkait
peraturan kepolisian no. 8 tahun 2021. Belum semua penyidik yang
mengikuti sosialisasi terkait keadilan restorative tersebut. Sehingga
penyidik beranggapan bahwa penyelesaian perkara melalui cara keadilan
restorative tersebut hanya sebagai upaya perdamaian biasa. Padahal dalam
penerapannya ada syarat-syara

.".-. tt

penuhi. Selain itu, kultur |

materiil maupun formil yang harus di

dik yang Sebagian besar masih kolot

L'hpola pikir legistik dan

-

mef’_: ' a ; ti\ . hal ini. menimbulkan keraguan dalam

Y
fr.!.\/ melakukan

peng apabila melakukan

atal
AKU LS

| . - — |
penghe enyidi elalt nisme keadilan restorative, maka

diangg 613 akan mendapat teguran

cari atasa unl‘ssutn /
Plha ) u‘ MEMQ adanya pemeriksaan

| Y

YRR E 8 AS

tambahan . e k‘arraélam benta-aca'ra—dlmana dalam hal ini para
pihak berperkara setelah melakukan perdamaian di hadapan penyidik,
harus datang Kembali menghadap penyidik untuk melakukan klarifikasi
yang dituangkan dalam berita acara. Selain itu, dilibatkannya tokoh
masyarakat, tokoh agama, tokoh adat atau pemangku kepentingan dalam
pelaksanaan gelar perkara khusus menjadi kesulitan tersendiri bagi

penyidik. Didalam Undang-undang no. 8 tahun 1981 tentang Hukum
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Acara Pidana, dijelaskan bahwa ada beberapa alasan dalam hal penyidik
menghentikan penyidikan. Alasan penghentian penyidikan tersebut adalah
karena tidak terdapat cukup bukti, peristiwa tersebut ternyata bukan
merupakan tindak pidana, atau penyidikan dihentikan demi hukum
(kedaluarsa atau tersangka meninggal dunia). Tidak dicantumkannya
alasan penghentian penyidikan karena restorative justice didalam KUHAP

menimbulkan keraguan bagi-penyidik dalam menghentikan penyidikan

terhadap suatu tindJa/ an
i dan kepastian hukum,
at, maka Polri telah
ana melalui
Iesaian perkara

. au Penyidik harus

r-lg \ baik materiil dan

! r
formiil 'se A e Wt& /éepolman Republik
Indones|a M un A &ﬁ%hﬁ r?/aratan terpenuhi, maka

penyelidlkE'm‘p'EnymT

dengan alasan demi hukum.

_d-l!'l Lol A

k bisa n menghentlkan-penyelldlkan atau penyidikan

Bahwa masih banyak penyidik yang menganut paradigma
positivistik dan belum memahami konsep dari keadilan restoratif, selain
itu, didalam kitab undang-undang hukum acara pidana (KUHAP) tidak

terdapat alasan penghentian penyidikan karena restorative justice. Hal ini
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menimbulkan keraguan dalam diri penyidik untuk menghentikan

penyidikan.

4. Ciri-ciri Restorative Justice
Menurut Prakoso dalam konteks Indonesia bagaimana menyebutkan
bahwa konsep dan prinsip restorative justice sebenarnya telah

diperketatkan oleh sejumlah-masyarakat adat Indonesia. Oleh karena itu

ustice sebagai model alternatif dalam

live justice ini

e justice sebagai

\ pandang sebagai konflik. = ¢
W!ﬁﬁ‘i!uh ‘?ertanggungjawaban dan

mv AT T “

b. Foku

, _‘l!" Lol & S

kewajiban untuk masa merﬁatang sifat normatif dibangun atas dasar
dialog dan negosiasi.

c. Restitusi sebagai sarana para pihak, rekonsiliasi dan restorasi
merupakan tujuan utama.

d. Keadilan dirumuskan sebagai hubungan antara hak, dinilai atas dasar

nilai.

%4 1bid.,
8 Muliadin, Prinsip Restorative Justice dalam Hukum Acara Pidana, (Jakarta: Sinar
Grafika, 2002), h. 27-29.
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e. Fokus perhatian terarah pada perbaikan luka sosial akibat kejahatan.

f. Masyarakat merupakan fasilitator di dalam proses restorative.

g. Peran korban dan pelaku diakui, baik dalam penentuan masalah
maupun penyelesaian hak-hak kebutuhan korban, pelaku didorong
untuk bertanggung jawab.

h. Pertanggung jawaban pelaku dirumuskan sebagai dampak pemahaman

atas perbuatan diarahkan.untuk ikut memutuskan yang terbaik.

lygrsi, berdasarkan Pasal 1

ahunm 2012 Tentang Sistem
e

- 2-Anak adalah-pengalihar araanakdari
I’(; - il 5 R s 2 W

K tidak serta merta

pidana.  Hal ini
dilakuk

mutlak-?’ F“ﬁr : gap ubelum cakap untuk

i

e Ny mwn
- Ui a ﬁﬁ !u* ?7Iam bertanggung jawab

R “ _d-l!'l Lol A

<l
nnya, sdmnmmnur—anak yang masih muda dan

mempunyai masa depan yang panjang serta penjara tidak akan
menyelesaikan permasalahan, malah cenderung merugikan lebih banyak
pihak terutama mental anak pelaku itu sendiri. Dan restorative justice
melalui diversi wajib diupayakan pada tingkat penyidikan, penuntupan dan

pemeriksaan perkara anak dipengadilan.
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Dalam undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem
peradilan pidana anak pada Pasal 7 ayat 2 dijelaskan bahwa restorative
justice diversi dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan:

a. Diancam dengan pidana penjara dibawah 7 tahun.

b. Bukan merupakan pengulangan pidana.

5. Restorative Justice Dalam

e
Pendekatan kead ! an

kum Islam (Islah)

s

/

storative justice ini telah ada
pemldanaan Masyarakat

‘!!} ii adinah pada sekitaran
. ang | di un Nabi | besersta para
saF\ ang mana ang-datar en'f &c-uiv nah yang berciri

keyakir a : ) r:u; dan kedamaian,
(|

suatu :: w i‘{ W ﬂ"& etiap warga negara,
kons1stens'4 M MM&& benaran dan keadilan”.

_d-l!'l Lag & 3

nah 'koﬁsep masyarakal—Madanl pada prinsispnya

terarah pada terwujudnya masyarakat demokrasi, yang sesuai dengan

san .-" dalam memeluk

Dalam pia

ketentuan Al-Quran yang berisi tentang hal menghargai hak-hak
individu.®6 Dalam Al-Quran yang di dasarkan nilai-nilai wahyu pada

konsep Masyarakat Madani, cara penyelesaian masalah yang menyangkut

8 Sukardi, Eksistensi Konsep Restorative Justice Dalam Sistem Hukum Pidana di
Indonesia, (Jakarta: Lagal Pluralism, 2016), h. 41.
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di antara individu lebih mengutamakan nilai-nilai persaudaraan antar umat
muslim. Hal memaafkan lebih baik dari bentuk balas dendam.

Yang disebutkan di dalam Al-Quran dalam penyelesain perkara
pidana pada konsep hukum Islam di atas adalah dimana terdapat konsep
masyarakat madani dalam hal penyelesaian perkara menggambarkan
cerminan aspek keadilan individu dan kemanfaatan. Suatu konsep keadilan

di gunakan sebagai ungkapan individu dan kepuasan rohani untuk kedua

i
belah pihak yang -berse ntuk -mengarah pada kesepakatan.

mplementasikan dalam  konsep

rbuatan yang

sefi dala k aan— mela |. m. Perbuatan
sesec")._ ang me ar ketentuan m'fE ken: I dengan istilah

jinayaﬁ,
,l?

'Y

| ya disebut jarimah

merupaka
'|lI -
hukuman ‘had: atau. ta

kemanusia;\,—remrﬁm

mempertanggungjawabkan tindakannya secara hukum, sehingga sebagai

dengan ketentuan

z vjr ﬁla'!&:. F/unjung tinggi hak-hak

" SEESE o8 A S

hak‘nWa‘dan-harta'PETmasalahan anak belum bias

orang tua yang diberi amanah berkewajiban memenuhi hukuman yang
telah ditentukan Menurut A. Yani, al-sulh memiliki landasan dan teologis
yang mengarah pada pemulihan harkat dan martabat semua pihak yang

terlibat, mengganti konflik dengan perdamaian, menghapus hujat

%7 1bid.,
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menghujat dengan pemaafan, menghentikan segala tuntut-menuntut dan
keadaan saling salah menyalahkan. Klarifikasi yang diinginkan adalah

tidak dilakukan dimuka hukum, melainkan dengan perdamaian dan

perundingan di luar pengadilan.®®

6 Mahrus Ali, Syarif Hidayat, Penyelesain Pelanggaran HAM Berat In Court System &
Out Count System, (Depok: Gramata Publishing, 2011), h. 287.
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BAB |11

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Restorative Justice Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak
Pidana Pencurian di Polres Batang

Hukum yang berkembang dalam masyarakat memiliki tujuan yang

ingin diwujudkan, salah satu tujuan hukum menurut Prof. Subekti bahwa

-
e

tujuan hukum adalah_dnt

pokoknya tujuan ‘heg ; m- an kemakmuran, keadilan serta

di pada tujuan Negara yang pada

’ ahagiaan pa 3 negaranya, tujuan hukum tidak
v:'_,/' g * ) & \

hanyz m.a / pangan antara

tuntutan -.-‘., um.® Hukum

=

' .-ﬁ?;‘-.n. sosial, hukum
3 =

ermasyarakat, sehingga

dijadikan i
diharapka pa

hardplets pat
masyarakat‘-,ll patkan k m: dapa ndu N aman.

i
Salah ”s ne .‘.- v"dva‘ ﬁ-ljuiﬂ-,m- adalah dalam Kitab

KA';A".L A;d-l!'l W"“'i
Undang-UndaWﬂW Pidana (KUHP) yang ditegakan dengan hukum

acara pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Salah satu yang diatur dalam KUHP adalah tentang tindak pidana pencurian.
Tindak pidana pencurian merupakan salah satu bentuk kejahatan yang

tercantum dalam buku kedua KUHP yang secara khusus diatur dalam Bab

89 Teguh Prasetyo, Hukum Pidana, Edisi Revisi, (Depok: Rajawali Pers, 2017), h. 14.
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XXII Pasal 362 sampai dengan Pasal 367 KUHP. Pencurian secara umum
dirumuskan dalam Pasal 362 KUHP yang berbunyi:
“Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau
sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara
melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara
paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan

ratus rupiah”.

Dari pengaturan h atas sudah secara jelas disebutkan

pencurian  secarz \mm : tguHP Seiring dengan
: na pi ian

perkembanga y jadi tentu tidak hanya

‘_J'

dilaki K 2 seorang anak

pun té_ |
perlu ml"_ :’

- - * . -
berkemba ara 3 al maupun sosial, karena

\ anak be m w ingi //endiri dari berbagai
@n ' dan: penge r ﬁﬁ-!mﬁlh kerugian mental, fisik,
maupun sosia\l—um’crrn—tré‘rﬁa6’61:‘\"‘brdang—kethupa'rr70 Untuk itu diperlukan

C / an. Setiap anak
'='f-?/
ya-untuk dapat tumbuh dan

- 0

pada hakl
macam tinda
upaya dalam penyelesaian tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak
di luar peradilan pidana dengan menerapkan restorative justice agar anak
tersebut mendapat sebuah pembelajaran dan bukan pembalasan dari

kesalahan yang telah ia perbuat dengan menitikberatkan pada pemulihan

70 1bid.,
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kembali ke keadaan yang semula sehingga terciptanya keadilan serta
keseimbangan bagi kedua belah pihak.

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem
Peradilan Pidana Anak sudah mengatur mengenai diversi, diversi berfungsi
agar anak yang berhadapan dengan hukum tidak terstigmatisasi akibat proses
peradilan yang dijalaninya.”* Penggunaan mekanisme diversi tersebut

diberikan kepada para penegak hukum dalam menangani pelanggar-pelanggar

< . .
hukum yang mellbatk r“" nal enggunakan sistem peradilan formal,

gga berkeadilan bagi

rus melibatkan

a akhirnya anak

—_N  ew R

dapat ké.. - ingkungan

‘IT

melaksanaka apan re Wﬁ dak pidana pencurian
yang dllakuka ! h“ nak be oﬁﬁ %‘i‘!& ) UU SPPA. Dari hasil

_d-l!'l Lag & 3

peneﬁrdengan-rpda‘Reno Akhir Santoso, S.K.M.

T,-Fes Batang sudah

wawancara ya
selaku penyidik dan Kanit Unit PPA Polres Batang didapatkan bahwa tindak
pidana yang dilakukan oleh anak berdasarkan data dari Polres Batang
menunjukkan bahwa terjadi fluktuasi terhadap jumlah tindak pidana yang

dilakukan oleh anak dari tahun ke tahun.

" 1bid.,
72 1bid.,
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Adapun data tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di
Kepolisian Resor Batang dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2023 (per-
Agustus), yaitu sebagai berikut:

Tabel 3.1 Data Jumlah Tindak Pidana Pencurian Yang dilakukan Oleh Anak

No. | Tahun Jumiah Diversi | Dilimpahkan Presentasi
Kasus Pencapaian

1. | 2021 2 1 1 50%

2. | 2022 1 - 1 0%

3. 2023 - - - -

Wt 9
4. | 2024 (Per - 3 25%
Agustus) & a
um gustus 2024)

Berdase t ilihat tahun 2021 terdapat
2 ' ak, 1 kasus
dianta pa ser 1 kasus akan
dilimpé_ ad i i pencurian yang

: i
dilakukan ilan. Pada tahun 2023
." -.‘I
tidak terdar I i hun 2024 terdapat 4
A - .
|

kasus tindak: : yang ( | inak, 1 kasus diantaranya
dapat diselesai Juar U_tha .- \;/Sus akan dilimpahkan.”™

Tentu dengan adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang
Sistem Peradialan Pidana Anak di wilayah hukum Polres Batang wajib
melalui upaya diversi dengan upaya pendekatan restorative justice. Namun

tidak semua upaya diversi berujung terjadinya kesepakatan perdamaian pada

3 Hasil wawancara dengan lpda Reno Akhir Santoso, S.K.M., Selaku Penyidik Polres
Batang, Senin 5 Agustus 2024, Pukul 10.00 Wib.
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tahap penyidikan di Polres Batang dan sebagian kasus kenakalan anak naik
kepada tahap penuntutan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ipda Reno Akhir Santoso, S.K.M.
selaku Kanit PPA Polres Batang, penyelesaian perkara anak sebagai pelaku
tindak pidana pencurian dengan menerapkan restorative justice melalui
diversi dilakukan oleh aparat penegak hukum yakni penyidik Satuan Reserse
Kriminal (Sat Reskrim) bagian-ldik IV Unit Perlindungan Perempuan dan
Anak/PPA Polres Batang sesual dengan ketentuan Undang-Undang Nomor
11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak utamanya yang
tercantum pada Pasal 1 Avat (6), yang mana dalam penyelesaian perkara
tindak® pidana yaitu dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga
pelaku/korban, ‘dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari
penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan
semula, dan bukan pembalasan.

Penyelesaian yang dilakukan dengan pendekatan restorative justice di
Polres Batang adalah proses ' mediasi sesuai dengan kebiasaan
bermusyawarah, dalam penerapan asas restorative justice di Polres Batang
yang dilakukan oleh pihak kepolisian dengan pelaku/pelanggar, musyawarah
kelompok keluarga, yang bersifat pemulihan baik bagi korban maupun
pelaku, dimana keterlibatan dalam proses penyelesaian yakni korban dan
pelaku serta pihak ketiga yakni pihak kepolisian yang menjadi mediator dan

fasilitator untuk menjebatani kedua belah pihak untuk mencapai kesepakatan

4 Hasil wawancara dengan Ipda Reno Akhir Santoso, S.K.M., Selaku Penyidik Polres
Batang, Senin 5 Agustus 2024, Pukul 10.30 Wib.
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dan tujuan yang hendak dicapai melalui proses musyawarah adalah untuk
memulihkan segala kerugian dan luka yang telah diakibatkan oleh peristiwa
kenakalan anak tersebut. Dengan demikian, dampak negative akibat anak
yang melakukan tindak pidana ketika berhadapan dengan aparat penegak
hukum dapat diminimalisir. Polisi selaku pemangku kewenangan diversi dari
tanggung jawab untuk menentukan kebijakan mekanisme yang akan

ditempuh dalam menerapkan di

indak pidana yang dilakukan
Ilggn Polres Batang telah
2storative justice terlebih

: \ apkan hukum

( ﬁ f- torative jUStICE

mene _upaya
dahu,l 3
tertuli

terhadap @

—

f
Ad’ neka ‘ | tice dalam penyelesaian

tindak pid : ang harus dilakukan

@L’-’g&m Reserse Kriminal (Sat

—— NPT R -

ndungan'Perermpuan dan Anak/PPA Polres

L]
dalam proses diver
Reskrim) bagi&er@ﬁFﬁe’rh

Batang yaitu:

1. Laporan, masuknya laporan dari pihak korban ke kepolisian yang
menyatakan bahwa telah terjadi kasus tindak pidana pencurian yang
dilakukan oleh anak.

2. Kepolisian melakukan pemeriksaan bahwa hal itu adalah memang benar

merupakan tindak pidana pencurian.
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3. Memanggil, pihak penyidik melakukan pemanggilan orang tua/wali dari
pelaku yaitu anak yang melakukan tindak pidana pencurian, dan;

4. Pihak kepolisian menghubungi BAPAS (Balai Permasyarakatan) untuk
melakukan penelitiannya, serta menghubungi juga pihak PEKSOS
(Pekerja Sosial) dari dinas sosial untuk mendapingi si anak. Dalam hal ini
pihak Peksos dari dinas sosial tidak hanya mendapingi anak sebagai pelaku

tindak pidana pencurian, tetapi juga mendampingi si korban.

5. Pelaksanaan mediasi;” pen agai pemimpin melakukan mediasi

pan, orang tua/wali, Bapas.

1Y

3atang  melakukan proses
e

aga el an keterangan
#‘“

ar ﬁﬁP elakangi anak
=

adaj fasan alasan anak

melak < c g mempengaruhinya
‘ /

seperti " u n‘@ mw f:r\ /empat tinggal, faktor
III
ekonomi, \ nghya *e ﬁ%jﬁr ;fhmgga membuat anak

AV ..
berani melaw p‘lﬂaﬁa‘#s?r:a:rﬁé:r'n'emam penyidik mengupayakan
penyelesaian perkara dengan restorative justice.

6. Penyelesaian perkara dapat diselesaikan dengan restorative justice jika
penerapan sudah disepakati oleh pihak korban, selanjutnya Bapas
mengawasi terkait persetujuan ganti rugi dan pengembalian barang yang

dicuri kepada pihak korban.
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7. Penyelesaian, penyidik membuat surat kesepakatan perdamaian yang di
tanda tangani oleh seluruh pihak-pihak yang terlibat.

Setelah semua penerapan restorative justice terlaksana, selanjutnya
pihak kepolisian Polres Batang membuat langkah-langkah untuk kedepan si
anak tidak mengulangi lagi perbuatannya. Kemudian setelah semuanya
terlaksana, berkas dihentikan dan tetap sanksi-sanksi bagi anak sebagai

pelaku tindak pidana pencuria
o //

N _harus. dilaksanakan sesuai putusan hasil

musyawarah dari plha g telah berkoordinasi dengan pihak-

ihak kepolisian
al: a anak dengan
pengalihan atau

erta pihak-pihak yang

tefap ingin menaikan

perkara ke [ angan mw: i ne /!eperti contoh dalam
i
salah satu pe" ara pencuria M-’t! as:t &‘\elaksanakan penerapan

*e
.

A - “ x—AI!"W" i

restorative justi korban meminta supaya mengangganti rugi atas

sepeda motor yang dicuri oleh anak sebagai pelaku, tetapi si anak tidak
mampu mengganti rugi sepeda motor yang telah ia curi karena si anak sudah

menjualnya. Sehingga dalam hal ini si korban memutuskan untuk menaikkan
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perkara si anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian, dan pihak kepolisian
harus melanjutkan kasusnya ini ke JPU.7

Selama proses persidangan kasus pidana yang dilakukan oleh anak,
jaksa juga ikut dalam mengusahakan agar kasus dapat di selesaikan dengan
penerapan restorative justice. Semua itu dilakukan oleh pihak kepolisian dan
kejaksaan untuk kepentingan terbaik bagi anak asalkan adanya kemauan

ing-memaafkan serta memenuhi ketentuan-

pihak korban dan pelaku untuk s

rsangka anak bukan residivis
adanya pertimbangan

f

aku Kanit PPA

f
o e justice terhadap

Pﬁ)lres Batang dapat
J

kasus tind

diterapkan "'all . anak di. baw jia 12 tahun, bukan
i
pengulangan t dana a@ﬁwﬂﬁm i atas 5 tahun.’®
%
Adapun H:n‘[ardl syararl:aﬁe'fr‘s'l—yang mengacu kepada

UndangUndang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak
ketentuan Pasal 7 ayat (2) upaya restorative justice melalui divesi dapat
dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan:

a. Diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan

> Hasil wawancara dengan Bripka Dwi Yulianto, Selaku Penyidik Pembantu Unit PPA
Polres Batang, Senin 5 Agustus 2024, Pukul 11.30 Wib.

76 Hasil wawancara dengan Ipda Reno Akhir Santoso, S.K.M., Selaku Penyidik Polres
Batang, Senin 5 Agustus 2024, Pukul 10.30 Wib.
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b. Bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Selanjutnya pada umur anak sebagai pelaku tindak pidana yang wajib
diupayakan penerapan restorative justice sesuai dengan dijelaskan dalam
Pasal 1 ayat (3) UU SPPA vyaitu anak yang sudah berumur 12 (dua belas)
tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan

tindak pidana. Dalam hal ini juga adanya perbedaan dengan apa yang di

apkan restorative justice atau
LY

ang-undangan

und
gp\\/s Anak yakni

A nekankan pada
na ﬁ.‘ p

.

pemuli t'kan pada kondisi

terciptanya ‘keadila ‘ i ; ;ta karbannya yang
v f

memiliki ar I". ing serta b m‘ W engt / stigmatisasi terhadap

anak yang 5'1 adapan lﬁpﬁ.%ilug melalui penyelesaian

*e

perkara anakllLdi—rUHr—peradﬂa’n -yang'—'ﬁ%tarbelakangl dengan adanya

keinginan untuk menghindari dampak negatif terhadap jiwa serta
perkembangan anak oleh keterlibatannya dengan sistem peradilan pidana.
Ipda Reno Akhir Santoso, S.K.M. selaku Kanit PPA Polres Batang juga
menambahkan, dengan adanya penerapan restorative justice terhadap anak
sebagai pelaku tindak pidana pencurian itu sangat mengurangi beban kerja

pihak Kepolisian Polres Batang.

90



Berdasarkan hasil observasi menyatakan bahwa tidak semua perkara
anak dapat berujung dengan perdamaian antara kedua belah pihak, hal
tersebut berdasar atas jumlah tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh
anak masih banyak yang tidak berhasil diselesaikan di luar peradilan pidana.
Dalam hal ini penyidik pihak Polres Batang sudah mengupayakan proses
penyelesaian perkara anak dengan penerapan restorative justice melalui

diversi. Akan tetapi, aparat penegak hukum yakni penyidik Satuan Reserse

Kriminal (Sat Reskria ) "':‘ nit Perlindungan Perempuan dan
Anak/PPA Polr. ' . dalam ha ha ) Konsep akan anak dan syarat
Undang-Undang

Namun dalam
s n UU SPPA.
Sement.%\.. A S ‘ ,Eenaaﬁm estor e belum berjalan

secara se

ﬁ ng, }‘frhadap Anak Sebagai

_d-l!'lvv" i

ncu*n’an‘dl Pol
Terdapat beberapa hambatan yang ditemui dalam proses pelaksanaan
penerapan restorative justice terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana
pencurian di Polres Batang. Penerapan restorative justice merupakan
alternatif penanganan kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak termasuk

tindak pidana pencurian, namun berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan

91



dengan pihak kepolisian masih terdapat hambatan yang ditemui dalam
menjalankan sistem peradilan pidana anak diantaranya:
1. Pihak keluarga korban tidak mau berdamai
Kebanyakan perkara yang tidak diselesaikan secara restorative
justice dikarenakan pihak-pihak yang terlibat tidak menemukan
kesepakatan keputusan untuk menyelesaikan perkara secara damai, hal

ini biasanya dikarenakan pihak keluarga korban tidak ingin berdamai

oun-mediasi sudah dilaksanakan.

tidak ingin
idak bersedia
ban dan pihak

elah dicuri dari

Plhak memintz mwt ak releva dan tidak masuk akal

Bukan 'bage ~' tu m M&.{c an memberikan sanksi

.

"—A“ _d-l!'JW"

yang tepat dar ud'laﬁ -bagannana-sufum yang terbaik antara
korban/keluarga korban, tapi malah sebagai ajang tawar menawar ganti
kerugian yang diminta oleh keluarga korban yang kurang relevan dan
tidak masuk akal yaitu terlalu tinggi dan juga tidak memikirkan
kemampuan dari keluarga pelaku.

4. Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang upaya restorative justice
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Istilah restorative justice kurang dikenal dalam lingkup
masyarakat, sehingga dalam perkara tindak pidana ringan yang
diselesaikan melalui penerapan restorative justice lebih dikenal dengan
upaya penyelesaian secara kekeluargaan atau musyawarah. Akibat dari
ketidaktahuan masyarakat terhadap upaya restorative justice yang dapat
diterapkan dalam sistem hukum pidana, khususnya dalam penyelesaian

tindak pidana ringan masi nyak mendapat penolakan, dikarenakan

masyarakat hanya menge Ve seseorang yang melakukan tindak

pidana dihukum ‘¢ :n- adalah hukuman penjara.

nya sosialisasi
penyelesalan

‘ A
Berda lis - simpulkan bahwa,

i

hambatan yﬁ da M& am hal ini penyidik di
i
Polres Batang dalam mene M-M!@ ﬁe sebagai penyelesaian

perkara anak ban‘g‘b‘sri‘ra&a‘pa'n 'denfé- Wi’m’ﬁ?‘adatah sikap keluarga korban

yang beranggapan adanya restorative justice belum bisa mewakili
pertanggungjawaban bagi anak yang melakukan tindak pidana dan anak akan
lepas dari tanggung jawab atas perbuatannya. Dan hambatan ini terjadi juga
karena adanya faktor dari kurangnya pengetahuan masyarakat tentang upaya

restorative justice.
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BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan
Dari hasil penelitian dan pembahasan tersebut diatas, maka penulis
menyimpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan penerapan r tive justice dalam penanganan tindak

enerapa oratlve justice di

, apat berujung

ak .» t berdasar atas
g:!ﬁi

ukan oleh anak masih banyak

- 0

pidana. Yang mana dari
sampai dengan 2024
(Per-Agu M of-.,.' Kasus uﬂg‘!ﬁ Em D curlan yang dilakukan

m' s L b & 4

oleh anak, arrta‘raﬁya-bermasﬂ“aTsdesalkan dengan penerapan
restorative justice melalui diversi, sementara 5 kasus diantaranya
dilimpahkan. Dalam hal ini penyidik pihak dari Polres Batang sudah
mengupayakan proses penyelesaian perkara anak dengan penerapan
restorative justice melalui diversi. Akan tetapi, aparat penegak hukum

yakni penyidik Satuan Reserse Kriminal (Sat Reskrim) bagian Idik 1V

Unit Perlindungan Perempuan dan Anak/PPA Polres Batang dalam hal
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pemahaman akan konsep anak yang berhadapan dengan hukum dan syarat
diversi belum yang mengacu kepada ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak. Namun
dalam mekanisme penerapan restorative justice lainnya sudah sesuai
dengan UU SPPA seperti, dalam penerapan restorative justice pihak
kepolisian melibatkan lembaga-lembaga masyarakat seperti pemanggilan

orang tua/wali dari pelaku maupun korban, menghubungi BAPAS (Balai

Permasyarakatan) unt Iitiannya serta menghubungi

m ~ dari @inas sosial. Kemudian
n -

engan musyawarah

pidana R

an yang mwﬁ herhasil di selesaikan di

[

i
luar peraa, 1. pida
. A 9 f
. Hambatan\yar@'mn’cl’daplmeh penyfdfl{‘?o?res-Batang dalam menerapkan
restorative justice ditemukan beberapa hambatan, diantaranya, pihak
keluarga korban tidak mau berdamai, tidak adanya itikad baik dari pihak
pelaku, pihak korban meminta ganti rugi yang tidak relevan dan tidak
masuk akal, kurangnya pengetahuan masyarakat tentang upaya restorative

justice.
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B. Saran
1. Restorative justice dapat dipergunakan sebagai upaya penyelesaian
perkara tindak pidana anak dengan tujuan untuk menjamin dan
menghormati martabat anak, dilakukan demi kepentingan terbaik bagi
anak, namun juga tetap dengan mempertimbangkan keadilan bagi korban.
Inti dari restorative justice adalah penyembuhan, pembelajaran moral,

partisipasi dan perhatlan akat, dialog, rasa memaafkan, tanggung

jawab dan memb —' pel g-leb | berarti bagi si anak, namun
tetap proses- tetap delidikan dan penyidikan

nan sebagai penyidik

ini. il nlt IV PPA agar
-) k yang berhadapan
denganhl.ll " § W an ketentuan Undang-
Undang é stem Pera I‘,ﬁﬁ!’!ﬂ? a kepada pihak penyidik
agar Ieblf}wﬁr@'@il&: Ténl:a‘r;a‘ p'e'—%'&y; menerapkan restorative
justice dalam hal penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak,
khususnya dalam hal ini adalah kasus tindak pidana pencurian. Hal ini
dilakukan agar semua pihak yang terkait dapat memahami pentingnya
menerapkan restorative justice dalam perkara anak, sehingga nantinya

dalam penyelesaian tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak
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dapat berjalan dengan baik dan sempurna untuk mewujudkan keadilan
bagi kedua belah pihak.

. Kepada pihak Kepolisian Polres Batang untuk memberikan penyuluhan
dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai restorative justice guna
memberikan pemahaman kepada masyarakat, karena masyarakat masih
banyak yang kurang paham terkait penerapan restorative justice.

. Untuk para penegak hukum-khusunya pihak kepolisian yang selanjutnya

4
o "
= ",
-'i. "".
- Ty
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